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ABSTRAK

HISBAH DALAM ISLAM DAN RELEVANSINYA DENGAN DEWAN SYARIAH
NASIONAL (DSN) DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)

Ririn Noviyanti

Dalam berbagai aspek kehidupan manusia sebagai seorang muslim, khususnya dalam
aspek ekonomi menghadirkan sebuah konsekuensi bahwa segala kegiatan perekonomian
harus berjalan secara Islami sesuai dengan syariat Islam.

Guna memastikan agar segala hal dalam kegiatan perekonomian berjalan sesuai dengan
prosedur dan aturan yang telah ditetapkan dalam Islam, maka didirikanlan lembaga
pengawasan (hisbah) di zaman Rasulullah Saw dalam rangka menyeru terhadap kebaikan,
dan meninggalkan keburukan (al-dmru bi al-Ma'ruf Wa-an-Nahyu ‘An al-Munkar).
Beberapa fungsi penting lembaga hisbah dalam kegiatan perekonomian meliputi: (1)
memastikan produk yang dipasarkan halal dan sesuai syari'at Islam, (2) mencegah praktik
penipuan, penyelewengan dalam kegiatan ekonomi (barang dan harga), (3) mencegah praktik
riba dalam segala bentuk transaksi,/(4), mencegah wpaya praktik manipulasi harga, (5)
mengontrol penetapan harga barang. Déngan demikian, lembaga hisbah mempunyai peranan
yang signifikan dalam perekonomian yimat pa@laizamafkekhalifahan Islam guna terwujudnya
keadilan dalam kegiatan perckonomianumat Islam.

Di masa kini, sebagai konsekuensi tefhadap pesatnya pertumbuhan ekonomi Islam di
Indonesia dengan munculnya bank-bank syarlah maka dibentuk sebuah lembaga khusus
berfungsi sebagai mengawasi perekonomian) di| perbankan dan lembaga-lembaga keuangan
syari’ah demi menjamin praktik ekénomicyang. Islami dan adil, yaitu Dewan Syariah
Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DF3):

Untuk mengetahui hisbah dalam Isldm’sert4 relevansinya dengan konsep DSN dan DPS
dalam perbankan syari’ah, maka digunakan penelitian literatur dengan pendekatan historis
dalam pengumpulan dafa, Sefta hichgghnakan metode deskriptifikuélitatif dalam menganalisa
data-data yang terkumpul“Penelitian‘ini menggunakan sumbér datd‘primer maupun sekunder;
data primer meliputi kitab al-hisbah firal-gslam karya Ibnu Taimiyah, Thya’ Ulumuddin karya
Imam al-Ghazali, al-Ahkam as-Sulaniyah karydmamAl-Mawardi. Sedangkan data sekunder
terdiri dari buku, jurnal, berita harian, media internet yang berkaitan dengan masalah yang
sedang diteliti.

Berdasarkan penclitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa: (1) lembaga hisbah memeliki
peran dan fungsi yang signifikan dalam mewujudkan perekonomian yang adil sesuai dengan
syari’at Islam dan mencegah adanya perbuatan kecurangan dalam perekonomian (2) lembaga
DSN dan DPS mempunyai peran dan fungsi sebagai pengawas dalam kegiatan perekenomian
perbankan dan lembaga-lembaga keuangan syari’ah di Indonesia demi terwujudnya kegiatan
ekonomi yang adil dan sesuai dengan syari’at Islam. (3) terdapat relevansi peran dan fungsi
lembaga DSN dan DPS dengan peran dan fungsi yang dilakukan oleh lembaga hisbah di
zaman kekhalifahan Islam, dalam kaitanya sebagai lembaga yang menyeru terhadap
kebaikan, dan meninggalkan keburukan (al-Amru bi al-Ma’ruf Wa-an-Nahyu ‘An al-
Munkar), disamping mewujudkan terciptanya kegiatan perekonomian yang adil dan sesuai
syari’at Islam.

Dengan demikian, peneliti berharap akan ada penelitian yang lebih mendalam yang
berkaitan dengan peran dan fungsi lembaga hisbah dan lembaga DSN dan DPS. Besar
harapan agar penelitian ini bermanfaat dan menjadi sumbangan yang berarti bagi umat Islam.

Kata Kunci: hisbah, DSN-DPS, Ekonomi Islam.
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ABSTRACT

Hisbah in Islam and Its Relevance to the National Sharia Board (DSN) and Sharia
Supervisory Board (DPS)

Ririn Noviyanti

In various aspects of human life as a Muslim , especially in the economic aspect
brings a consequence that all economic activity should be run in accordance with the Islamic
Sharia

To ensure that economic activities runs according the procedures of Sharia, then so
established oversight agencies ( hisbah ) at the time of the Prophet (PBUH) in order to call
to the good , and leave the evil ( al - amr bi al ma'rif wa - an- nahyu ' an al - Munkar ) .
Several important functions of hisbah in economic activities include : (I) ensure that
products marketed lawful and appropriate by Islamic law , (2) prevent deceptive practices ,
misappropriation of economic activity ( goods and prices ) , (3) preventing the practice of
usury in any form of the transaction ((4) prevent.price\manipulation attempts practices , (3)
controls the pricing. Thus , hisbah institutions have assignificant role in the economy of the
people in the days of the Islamic caliphgte \ihgorden to realize justice in the economic
activities of Muslims.

At the present time , as a consequence of the Fipid economic growth in Indonesia, by
the appearance of Islamic Banking, then formed a special institution serves as overseeing the
economy in the Ismaic banking and financial/institutions to ensure the practices suitable by
Shari‘ah, ie National Sharia Board (DSN) and Sharia Supervisory Board (DPS) .

To find hisbah in Islam and its relevance to the concept of the DSN and DPS in
Sharia banking , then the researcher use-the reseaych literature with-a historical approach in
collecting data, and usethe descriptivel=.qualitative.methodfinanalyzing the collected data.
This study uses both primary and secondary data sources ; primary data include book al -
hisbah fi al - Islam by Ibn Taymiyyalnlhyd ' Uliimiddin by Imam Ghazali, al - Ahkam as-
Sultaniyah by Imam al - Mawardi . Secondary data consists of books , journals , daily news,
internet media related to the problembeing Studied.

Based on these studies , it can be concluded that : (1 ) institutions and functions
hisbah have a significant role in creating a fair economy in accordance with Islamic law and
prevent any instances of fraud in the economy ( 2 ) DSN institutions and DPS has the role
and function as a supervisor economies Islamic banking and financial institutions activities,
for the realization fair activities in Islamic Bnaking. ( 3) there are role and functions
relevance of the DSN and DPS agencies with roles and functions carried out by the Islamic
Caliphate hisbah at times , in relation to the institution that calls to goodness , and leave the
evil ( al - amr bi al — ma’riif wa -al- nahyu ' an al - munkar ) , in addition to realize the
fairness in economic activities fair and suitable with Islamic law .

Thus , the researcher hopes there will be more in-depth research relating to the role
and functions of DSN and DPS agencies with institutions of hisbah. Great hope that this
research usefil and has significant contribution to the Muslims

Keywords : Hisbah , DSN - DPS, Islamic Economics .
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Universalitas Islam dalam berbagai aspek kehidupan manusia, khususnya
dalam ekonomi, menghadirkan sebuah konsekuensi bahwa segala kegiatan
perekonomian harus berjalan secara Islami sesuai dengan syariat Islam, baik
dalam produksi, konsumsi maupun-distribusi-—Bgngan demikian kesejahteraan

dunia dan akhirat (falah) akan tefcapai.’

Dalam Islam, pengawasan; (Bisbah ) Kegiatan perekonomian sudah ada
sejak zaman Rasiilullah SAW yang merupakan usaha dalam menyeru terhadap
kebaikan, dan meninggalkan keburukan/ (@ltAriru:(bi al-Ma'riif wa nahy an al-
munkar). Hal ini terbukti dalam hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Ra.

Yairtu:2

ot il de o A EE G e e o e L
Lesd sy Joooli plabs oo apee e o oy 18 T o ) Jg) 3 30
oy b elandt azlat JB ((Slds W !rL.Jajt blol)) @ JLas Dy ambol IUS

(G edls 2 o)) JB (N ol 3 plalell Bgb acdaoe DU ) 1 JU

! M. Abdul Mannan, Teori dan Praktek ekonomi Islam, (Yogyakarta : Dana Bhakti Prima
Yasa, 1997), hal. 19

2 {mam Tirmizi, Sunan al-Tirmizi, (Beirut: Darul Kulub Al limiyah), hal. 340



“Bahwa Rasilullah Saw. Pada suatu ketika telah berjalan melalui
satu bungkusan yang berisikan makanan (di pasar), lalu Rastilullah Saw
memasukkan tangannva kedalam bungkusan makanan lersebut,
kemudian jari Rasilullah Saw. basah setelah menyentuh makanan
tersebut lalu bertanya kepada sang penjual makanan tersebut, “wahai
penjual mengapa makanan ini basah?” kemudian penjual tersebut
menjawab “Makanan ini terkena hujan”. Kemudian Rasulullah Saw.
Berkata “Kenapa tidak enghau letakkan diatas supaya terlihat oleh
orang ramai, seraya berkata “Barang siapa yang menipu, Maka dia
bukan dari kalangan kami” (HR. Tirmizi)

Wilayatu! hisbah merupakan lembaga pengawas yang mempunyai
peranan penting dalam perekonomian—ummat-Islam pada zaman permulaan
Islam yang berfungsi sebapai pengawas agar/ berbagai kecurangan dan
penyimpangan dalam kegiatan pérekonemianftidak terjadi, sehingga keadilan
dapat ditegakkan sesuai dengan syari’ah.” Adapun fiungsi sebenarnya dari
lembaga hisbah mempunyai fimgsi-yang amat-luas meliputi berbagai aspek
dalam kehidupan manusia, baik polifik, sosial, ekonomi maupun keagamaan.
Akan tetapi peneliti immbaidsi péribahdSankisbal Wanya/dalam fungsinya di
bidang kegiatan perekonomian saja; Adapun fungsi lembaga hisbah dalam
kegiatan ekonomi antara lain;(1) memastikan preduk yang dipasarkan halal dan
sesuai syari’at, (2) mencegah'praktik-penipuans-pefiyelewengan dalam kegiatan
ekonomi (khususnya dalam barang dan harga), (3) mencegah praktik riba
dalam transaksi, (4) mencegah upaya praktik manipulasi harga, (5) mengawal

penetapan harga barang.*

M. Akram Khan, Glossary of Islamic Economics, (London and New York: Mansel,
1990), hal. 57. Lihat juga, M. Umer Chapra, The Future of Economics: An Islamic Perspective,
Terj. Amdiar Amir, dkk, (Jakarta; Shari’ah Economics and Banking Institute (SEBI), 2001), hal.78

4 Zulfaqar Bin Mamat, “Institusi Hisbah dan Perananya dalam Mengawal Kegiatan

Ekonomi Negara Islam™, Jurnal Muamalat, Vol 11T (2010), hal. 113-137



Begitu pentingnya peranan hishah dalam perekonomian tercermin dari
banyaknya ulama’ yang tertarik untuk membahas perihal hisbah , diantaranya
Imdm al-Mawardi (w.450/1058 di Baghdad), Abu Ya’la (w.458/1065 di
Baghdad), Imam al-Ghazéli (w.505/1111 di Thus, Kurasan), Ibn Hazm
(w.456/1064 di Andalus), Abdurrahman al-Syayzari (w.589/1193di Syiria ), Tbn
Taymiyyah (w.728/1328 di Damaskus), Ibn al-Ukhuwwa (w.729/1329 di Mesir ),
al-Nuwayri (w.732/1332 di Kairo), Ibn Khuldun (w.808/1406 di Mesir) dan al-

Magrizi (w.846-1442 di Kairo).”

Pesatnya pertumbuhan ekonomidsiam di“indonesia dengan munculnya
bank-bank syari’ah menghadirkan sebuah-pfeblem| tersendiri. Demi menjamin
praktik ekonomi yang Islami, dibentuklah|sebuah badan pengawasan terhadap
praktek perbankan syariah yaitu Dewan. SydriahNasional (DSN) ® dan Dewan
Pengawas Syariah (DPS) 7

Namun, déngan adanya DSN-dan DRS tersebut, muncul Sebuah pertanyaan

sudah sesuaikah dan sistem pemgawasan (hisbah ) DSN dan DPS dengan dan

5 Ibid, M. Umer Chapra, F#e, Future \of EconemicseAn Islamic Perspective, hal. 78.
Bandingkan: Pusat PengkajianN\din Pengembangan | EXonomiyIslam (P3EI), Ekonomi Islam,
Jakaria: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 342-343

® Adalah dewan yang dibentuk oleh Majlis Ulama Indonesiza (MUI) dalam rangka
efesiensi koordinasi ulama guna menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi
atau keuangan. Di samping itu, DSN diharapkan berfungsi sebagai pendorong terwujudnya
penerapan ajaran Islam dalam kehidupen ekonomi. Oleh karena itu, DSN berperan serta secara
proaktif dalam menanggapi dan mengantisipasi perkembangan ekonomi dan keuangan syariah.
Lihat; Konsideran (bagian b) Surat Keputusan MUI Nomor Kep-98/MUL/II1/2001 tentang Susunan
Pengurus Dewan Syarigh Nasional Masa Bakti 2000-2005

7 DPS adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syarizh dalam
kegiatan usaha bank dan bertanggungjawab dalam memastikan kepatuhan kepada syariah juga
berfungsi sebagi pengawas pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syari’ah tersebut.
Lihat; Nurul Huda dan Edwin Nasution, Current Issues Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta:
Prenada Media Group , 2009) , hal. 58. Muhammad Sayakir Sula, dkk, Asuransi Syariah (Life and
General) dan Sistem Operasional, (Jakarta : Gema Asuransi, 2004), hal. 541.



sistem hisbah dalam Islam?. Dengan demikian, penelitian ini merupakan
penelitian yang sangat urgen untuk dilakukan sehingga peneliti tertarik untuk
membahas lebih dalam tentang hishah dalam Islam untuk kemudian di analisis
relevansinya dengan praktek pengawasan yang dilakukan oleh DSN dan DPS

pada bank-bank syari’ah di Indonesia.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut :
1. Apa yang di Maksud dengan_Hisbah dalam Islam ?
2. Bagaimana Pengawasan Dewan Syari’ah|Nasional (DSN) dan Dewan
Pengawas Syari’ah ( DPS_) pada‘Perbankan Syariah?
3. Apa yang Membedakatv/danBagaimana Relevansi antara Hisbah

dalam jislampdengan DSN-danyDPS padajPesbankan Syariah?

~. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini

adalah sebagai berikut :

a. Mengetahui hisbah dalam Islam



b. Mengetahui pelaksanaan pengawasan Dewan Syari’ah Nasional
(DSN) dan Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) pada perbankan
syariah.

c. Mengetahui perbedaan dan relevansi hisbah dalam Islam dengan
dan fungsi DSN dan DPS pada perbankan syariah.

2. Kegunaan penelitian
Penelitian ini nantinya diharapkan akan dapat memberi manfaat
secara akademis dan praktis.

Secara akademis, penelitian_  ini diharapkan dapat memberikan

kegunaan sebagai :

a. Sumbangan intelektual mengenai’'sistem pengawasan ekonomi
yang berdasarkan| pada etika-Islam-dengan nilai- nilai positifnya di
tengah perkembangan’sistem pengawasan konvensional di masa
kini.

b. Dasar pemikiran dalam penelitian tahap awal oleh kalangan pelajar
tentang pengawaSan —ekonomii sehingga muncul hasil-hasil

penelitian yang lebih komprehensif.

Sedang secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan
kegunaan sebagai berikut :

a. Penjelasan mengenai sistem pengawasan ekonomi yang Islami dan

kegunaan sosial-ekonomi di tengah perkembangan sistem dan

operasional pengawasan ekonomi konvensional di Indonesia.



b. Pemikiran pengawasan eckonomi ke arah dinamika kehidupan
perckonomian masyarakat Indonesia melalui pendekatan ekonomi yang

Islami
D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang hisbah telah di kaji oleh Abdul Azhim Islahi dalam
“Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimivah”. Didalamnya berisi tentang asal usul institusi
hishah dan secara singkat menjelaskan pemikiran-pemikiran ulama muslim
tentang hisbah dan muhtasib beserta dengan rukun dan syarat-syaratnya.

Abdul Azhim Islahi menyatakaf bahwa mekanisme ketja hisbah ada dua
macam, pertama, sebuah sistem'yang Secara umum digambarkan pelaksanaan
kebajikan dan kewajiban oleh muduasib | dan berkaitan dengan aspek agama dan
yuridis, dalam pengurusannya. Kedua) jdigambarkan sebagai praktik dan teknik
pengawasan secara detail. Supervisi secara prinsip dilakukan atas berbagai bentuk
produk kerajinan d4n perdagangan.“Namun' Istahi’ menyatakar~bahwa di masa
kini, tidak ada lembaga tunggal yang bisa dikemparasikan dengan lembaga hisbah
di masa lampau. Sebab™ungsi lembagaskisbak ‘Kinil dilakukan oleh berbagai
menteri dan departemen yang berbeda.

M. Akram Khan dalam “Public Duties In Islam, The Institution of hishah
" yang di terjemahkan menjadi Tugas Negara menurut Islam, dijelaskan bahwa
seluruh kekuasaan Islam tujuannya adalah menyeru kapada kebaikan dan
melarang praktik kejahatan (@mar ma 'riif nahy munkar). Selain itu, pemerintah

dalam kaitanya sebagai pelaksana hisbah tanggungjawab dalam melakukan



kontrol harga, pemenuhan kebutuhan pokok dan menyeru kepada kebaikan dan

melarang praktik kejahatan ( amar ma’rif nahy munkar).

Jaribah bin Ahmad al-Haritsi dalam “Fikih Ekonomi Umar bin al-
Khatab”, berkesimpulan bahwa lembaga hisbah memiliki peranan besar dalam
pengawasan terhadap kehidupan ekonomi, dan khalifah Umar turun langsung
dalam tugas memberikan perhatian khusus terhadap pasar dan pengawasan
terhadap harga. Di sisi lain metode Islam dalam pengawasan memiliki
karakteristik dalam memadukan /pengawasan.internial dan pengawasan eksternal.
Tentang pengawasan harta. Khalifah_UUmar, menggunakan banyak cara untuk

terealisasikannya pengawasan harta.

Syahrul Faizaz Binti Abdullah disettasi yang berjudul “Institusi Hisbah
dalam Sistem Islam: Suatu Kajian Mengenai| Sejarah dan Pelaksanaannya Di
Direktorat Penguatkuasaan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur” (Disertasi Sarjana
Ushuluddin, Jabatdi Scjarah dan Tamaddun Islam, Pengkajian Ushuluddin,
Akademi Pengkajian Islam, | Universiti /Malayay/2003). Menyatakan bahwa,
institusi Hisbah kehilangan fungsi{dah semakin dilupakandi zaman modem ini
disebabkan oleh jatuhnya kekhalifahan Islam yang pada akhirnya peran institusi
hisbah terpecah dan diambil alih oleh kementrian-kementrian dan institusi —
institusi yang berbeda untuk melaksanakan tugas tersebut.

Mohd Shah Bin Razali dalam Tesis yang berjudul “Institusi Al-Hisbah:
Kajian Mengenai Organisasi Dan Peranannya Sehingga Akhir Pemerintahan
Mamluk di Mesir?, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia,

Bangi, 2003. Menyatakan bahwa Hisbah memiliki struktur organisasi yang khas



seiring dengan bertambahnya waktu, dengan adanya institusi tersebut mempunyai
peran terhadap ketaatan masyarakat terhadap ajaran agama dan dapat
mendatangkan kesejahteraan. Selanjutnya, penulis menyimpulkan bahwa dengan
adanya institusi hisbah dalam system adminitrasi dan masyarakat, berdampak
pada meningkatnya skil individu dalam birokrasi dan juga meminimalisir adanya
penyalahgunaan kekuasaan serta kecurangan, penyelewengan dan penipuan dalam
masyarakat.

Zulfagar Bin Mamat dalam_“Iastitusi hisbah dan Peranannya dalam
Mengawal Kegiatan Ekonomi Negara Islam” menjelaskan bahwa lembaga hisbah
tidak hanya memberantas perkara /-~ “perkara yang buruk saja, akan tetapi
meneckankan adanya perbaikan akhlaq + moral dari pada individu dalam sistem
ekonomi Islam. Dan juga prinsip’amar-me’rif dan nahi munkar menjadi pilar
utama yang universal dalam setidp-lembaga kenegaraan yang tidak lekang oleh
waktu. Hisbah merupakan wiyasah=syariiyyghwyang.dijadikan=pedoman untuk
waktu yang akan datang. Lebih lanjut, meskipun prinsip-prinsip hishah kini tidak
lagi wujud dalam lembaga hisbah itu’ sendiri,"namun telah terpecah dalam
beberapa jabatan dalam Kementrian _di negara, naffiun deigan ke-universalitas-
annya, prinsip hisbah dapat diaplikasikan sebagai salah satu pilar penting dalam

ekonomti Islam.

Ari Kristin Prasetyoningrum dalam “Analisis Pengaruh Independensi dan
Profesionalisme Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Bank Perkreditan
Rakyat Syariah di Jawa Tengah * pada jurnal 4set, Maret 2010, Vol. 12 No. 1,

ISSN 1693-928X menyatakan Bank Indonesia memberikan rekomendasi



kebijakan bahwa kualitas pemahaman prinsip-prinsip syari’ah dalam transaksi
perbankan sangat vital untuk meningkatkan keyakinan masyarakat akan
profesionalisme DPS sebagai kunci untuk menjamin bahwa kegiatan operasional
bank sesuai dengan prinsip syari’ah. Kemudian, ia menarik kesimpulan bahwa
faktor ekonomi dan faktor religiusitas secara bersama-sama berpengaruh

signifikan terhadap independensi DPS pada BPR Syari’ah di Jawa Tengah.

Muhammad Amin Summa, dalam “Mengenal Lebih Jauh Dewan Syariah
Nasional Majelis Ulama IndoneSia \(DSN-MUI) ™\pada jurnal Jurnal Ekonomi
Islam MUAMALATUNA Vol. /Edisi IfThy1/25 Mei 2001, menjelaskan tentang
tugas dan wewenang DSN dalam. menumbubkembangkan penerapan nilai-nilai
syariah dalam kegiatan perekofomian jpada umumnya dan keuangan pada
khususnya. la berkesimpulan bahwa DSN imemiliki kedudukan yang sangat
penting bagi pengembangan perekonomian Indonesia dan keuangan Islam di
Indonesia, dan [sekalighs| dalam “pengawasafnya apakah Jembaga-lembaga
perekonomian dan keuangan yang iméndapatkan izin/DSN benar-benar beroperasi
sesuai dengan sistem hukum syariah atau tidak.

Berdasarkan beberapa penelitian diatas, belum di temukan pembahasan
mengenai perbedaan dan kerelevansian antara hisbah dalam Islam dengan DSN
dan DPS pada perbankan syariah, maka, peneliti mencoba untuk melanjutkan
penelitian mengenai hishah , dengan fokus kepada hisbak dalam lslam dan
relevansinya terhadap Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah di
Indonesia secara mendalam guna menambah khazanah keilmuan ekonomi Islam

di bidang pengawasan kegiatan perekonomian.



10

Penelitian ini akan menguraikan secara lebih khusus dan detail terkait
dengan gagasan hishah dalam Islam didasarkan pada pemikiran — pemikiran
ulama Islam terkait hisbah . Kemudian, menganalisa dan membandingkan
kesesuaian antar hishak dalam Islam dengan sistem pengawasan Dewan Syariah

Nasional dan Dewan Pengawas Syariah di Indonesia.
E. Kerangka Teori

Dalam sejarah Islam terdapat suatu lembaga yang dinamakan hisbak |
yang tugasnya adalah memantay, mengawasl praktik-praktik kegiatan
perekonomian yang tidak sesuai denganm Syariat | [slam. Lembaga ini dapat
mengawal jalannya kehidupan miasyarakat'kearah,sesuai dengan al-Qur’an dan

Hadist.

Konsep yang sama sekali baru adaltah sistem pengawasan atau kontrol
oleh negara yang jpadalmasd Rasiilallah di pegéng seridiri gleh B€liau. Ini sejalan
dengan apa yang pada zaman, medern disebut “enforcement agency”. Beberapa

waku kemudian pengawasan ini terkenal dengan sebutan Wilayatul Hisbah 2

Wilayah al-hisbah (3.3 3,Ys) secara etimologi terdiri dari dua suku kata, yaitu

wilayah (%Ys) dan al-hisbah (3e-3'). Wilapah berarti kekuasaan, dan

8 Muhamad, Manajemen Bank Syariah, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2005), him. 24
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kewenangan.9 Sedangkan al-hisbah (l,—-«JJ) berasal dari akar kata (— «w=>

ol — ) yang berarti menghitung (reckoning, computing), kalkulasi,

berpikir (thinking) memberikan opini, pandangan, dan lain-lain. Sementara al-

hisbah (3-_---=Ll) itu sendiri berarti imbalan, pengujian, melakukan suatu perbuatan

baik dengan penuh perhitungan.'® Dengan demikian, secara harfiyah dapatlah
dikatakan bahwa wilayah al-hisbéh itu adalah ‘kewenangan melakukan suatu

perbuatan baik dengan penuh perhitungan.

Wewenang wilayah al-hishah meliputi (seluruh pelanggaran terhadap
prinsip amar mariif dan nahy munkar yang berada di luar wewenang wildyah
gada’ dan wilayah al-mazalim, baik yang berkaitan dengan pelanggaran sosial
maupun pelaksandan ibadah,

Pengawasan adalah menjadi tugas terpenting) wildyah al-hisbah. Namun
begitu wilayah al-hishah juga mempunyai kekuasaan yang lain, yaitu meliputi
kekuasaan pengawasan, mendengar tuduhan;“Tiendengar dikwaan, menasihati
atau menegur dan menghukum. Bagaimana pun kekuasaan tersebut terbatas
kepada hal-hal tertentu saja, untuk mencegah terjadinya tumpang tindih antara

tugas al-mubtasib dengan hakim. Umpamanya, berbeda dengan wildyah al-qada’,

9 AW. Munawir, Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap, (Yogyakarta: al-
Munawwir, 1984), h. 919

10 N fuhammad Fuad Abd al-Biqy, Af-Mu jam al-Mufabras li Alfaz al-Qur’an, (Kairo: Dar
al-Hadis, 1987)
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wildyah al-hisbah hanya boleh mengendalikan kemungkaran yang nyata dan
terbuka serta adanya tuntunan yang jelas.!!

Praktik hisbah sudah ada semenjak periode Rasiilullah saw. Kemudian
diteruskan oleh Khalifah Rasyidin (Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khatab,
Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Talib). Keberadaan hisbah tetap berlanjut
sampai pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Mercka menjaga agar
amar ma’rif dan nahy munkar tetap terjaga dalam kegiatan perekonomian dalam
negara dengan mengelilingi pasar, menelusuri jalan-jalan umum, untuk memberi
ganjaran orang-orang yang membuat kemungkarary baik dari aspek agidah, sosial,
politik, maupun ekonomi. Selangkapnya,d péneliti mencoba menguraikan
pertumbuhan dan perkembangan_dengan membaginya kepada empat fase, yaitu
(1) fase Rastlullah saw., (2) Khulgfa’al*rasyidin, (3) Bani Umayyah, dan (4)

Bani Abbasiyyah.

Di masa Rasulluak SAW, belidu perpahl " menumpahkan tompukan khamar
penduduk Ja ranah yang sedahg.memperdagangkan khamar. "2 Hal ini merupakan
upaya Rasiilullah dalam praktik Aishah  _untuk_mencegah masyarakat dari
kegemaran mabuk-mabukan. Pada awal pemerintahan Islam di Madinah, tugas
hisbah masih diemban langsung oleh Rasiilullah SAW, akan tetapi pada masa-
masa berikutnya, setelah penaklukkan kota Mekkah, seiring dengan semakin
luasnya wilayah kekunasaan Islam, tugas hisbah di delegasikan kepada beberapa

sahabatnya. Seperti: pengawasan pasar Madinah di delegasikan kepada Umar bin

' Lihat Ativah Masyrifah, Al-Qada’ ff al-Islam, ([1.t]: Syirkah al-Syarq al-Ausat, 1966),
Cet. Ke-2, h. 179, bandingkan dengan al-Mawardi, al-Alkdm al-Sultaniyyah..., h. 301 — 302
12 Ay Ubaid al-Qasim bin Salam, Kitab al-Amwal, (Mesir : Dar al-Fikr, t.th), hal. 133
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al-Khatab. Sedangkan untuk mengawasi pasar Mekkah di delegasikan kepada
Sa‘ad bin Said bin As. Selain pengawasan terhadap pasar tersebut, Rasiilullah
juga pernah menyuruh Ali bin Abi Talib untuk menghancurkan seluruk berhala

serta bangunan kuburan di Madinah. B

Pada awal pemerintahan Khulafa’ al-rasyidiin, yaitu pada masa Abu Bakar
al-Siddiq, wewenang hishah dipegang langsung oleh khalifah (Abu Bakar).
Bentuk pelaksanaan hisbah yang dilakukan oleh Abu Bakar al-Siddiq adalah: ia
terjun langsung memerangi orangforang|yang murtad, nabi palsu, dan orang-orang
yang enggan membayar zakat.!'4 Pada més@khalifah Umar bin al-Khatab, la juga
pernah menegur penjual susu’ yang'umencampur susu dengan air untuk
mendapatkan keuntungan yang| {ebih banyak. Selanjutnya Umar bin al-Khatab
menyuruhnya menumpahkah susu, (yang, telah  dicampur air tersebut. 13
pelaksanaan hisbah tetap berlanjut hingga masa khalifah Ali bin Abi Thalib.
Dapat di pahami hisbah “pada\pasakhulafdur, rasyidin sudah ditetapkan di pasar-
pasar, namun belum menjadi sébifali lembaga khusus. Hal ini berbeda pada fase

selanjutnya yaitu periode, Bani Umayah dan Banji Abbasiyah yang telah

menetapkan hishah sebagai sebuah lembaga khusus yang independen.

Institusi hishah adalah elemen pelengkap dalam menjaga syari‘at Islam.
Kekuasaan dan hukuman secara langsung yang dilakukan oleh al-muhiasib

merupakan sebahagian dari ajaran Islam yang mengarahkan umatnya mencegah

13 Muhammad Abd al-Rahman al-Bakr, a/-Sultah al-Qada'ivah wa al-Syakhsiyah al-
Qadi, (Kairo : al-Zuhkra® 1i A’iam al-Arabi, 1998), hal. 539

' Jalaluddin al-Sayuti, Tarikh Khulafaur Rasyidin, (Beirut : Dar al-Fikr, t.th), hal. 67-71

'S lbn Taimiyah, al-Hisbah fi al-Islam aw Wasifah al-Hukumah al-Islamiyah,
[selanjutnya discbut: al-Hisbah fi al-Isiam ), (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, [t.th])hal. 22
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kemungkaran. Lebih jelasnya al-Ghazali memaparkan tingkatan dalam mengambil

tindakan yang dilakukan oleh al-mubtasib , yaitu: 1o

L.

Menyadarkan atas buruk baiknya suatu perbuatan, metode yang digunakan
adalah nasehat

Memperingatkan agar mengerjakan perbuatan yang ma'riif dan menjauhi
perbuatan yang mungkar

Mengancam dengan hukuman, baik dengan menyebutkan hukuman-
hukuman Tuhan maupn hidkuman-hukuman‘negara,

Berkata keras kalau perlu _menghardiknya supaya ia sadar atas
kesalahannya,

Menyurch atau melarang sesuatu dengan tangan, jika pihak yang bersalah
masih tidak dapat disadarkan dengan ancaman. A/-Muhtasib bisa juga
menggunakan tangan atau kekuasaan (al-tagyir bi al-yad). Tindakan
menggunakan | tangan \ini |bukanlah Jbermaksud/{memukul tetapi cara
menggunakan tangan [sékitahya peflu séperti menumpahkan arak yang
sedang diminum, melepaskan baju sutera yang dipakai oleh seorang lelaki,
menyegel tempat hiburan yang menyesatkan masyarakat, memusnahkan
buku-buku yang menyesatkan, membuang tanda salib yang dipakai oleh
orang Islam, memulangkan harta orang yang dirampas,

Memberikan hukuman prefentif untuk menyadarkannya seperti melarang
berjualan di pasar, mengusir penghuni rumah yang tidak memiliki izin

resmi, dan sebagainya.

16 Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, fiiya’ Uliimuddin, (Beirut : Dar al-

Fikr, 1991) hal, 357-360
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7. Menggunakan sebatan atau cambuk dan menahan (al-jild wa al-habs).
Tindakan ini dilakukan sekiranya nasehat dan peringatan tidak membuat
orang yang bersalah berhenti dari mengulangi kesalzhannya atau orang
yang bersalah secara terang-terangan melakukan kesalahan tanpa
menghormati larangan yang ditetapkan, seperti mengulangi makan secara
terbuka pada bulan Ramadhan, memperlihatkan aurat, dan meminum
minuman keras secara terbuka. Kesemuanya dilakukan tanpa adanya rasa
segan pada orang banyak. Tindakan ini baru boleh dilakukan apabila
segala upaya lain tidak “Berhasil. Pemukulan tersebut juga dilakukan
dengan tidak membahayakan anggéta tubuhnya.

8. Menggunakan para aparat-keamanan atau kekuatan senjata. Tindakan ini
perlu dilakukan jika orang-yangmelanggarundang-undang itu orang yang
kuat atau berkuasa darUmencoba’/ melawan dengan menggunakan
kekerasan,

9. Mengenakan pelbagai bentuk hukuman t¢zir."” Hukuman fa zir ini boleh
dilaksanakan dengan pelbagai“bentuk ‘baik”1tu memukul, memenjarakan,
menyingkirkan, | menjatuhkan atau “fengimunikan kesalahan orang

tersebut di khalayak ramai. Kekuasaan fa’zir ini diserahkan kepada al-

7 Ta'=ir berarti larangan, pencegahan, menegur, menghukum. mencela dan memukul.
Hukuman yang tidak ditentukan bentuk dan jumlahnya, yang wajib dilaksanakan terhadap scgala
bentuk maksiat yang tidak termasuk ke dalam hudud dan kgfarat, baik pelanggaran itu
menyangkut hak Allah swt. Maupun hak pribadi. Ulama’ fikih juga mengartikan fa’=ir dengan
ta'dib. Ulama® fikih membagi fa =ir kepada dua bentuk, yaitu: 1. A/-Ta=ir alaa al-ma asy (ta’zir
terhadap perbuatan maksiat), dan 2. Al-Ta =ir li al-maslahah al-ammah (ta’zir untuk kemaslahatan
umumy), Lihat Abdul Aziz Dahlan (ed), Ensiklopedi Hukum Islam, {Jakarta: PT. ichtiar Baru Van
Hoeve, 1997), Jilid 5, h. 1771 - 1772
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mulitasib dan hukuman yang dijatuhkan setimpal dengan kesalahan yang

dilakukan.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hishah
mempunyai wewenang yang luas, namun peneliti hanya akan membahas
relevansinya dalam bidang ekonomi saja. Keluasan skop wewenang wilayah
hisbah ini berkaitan dengan peranan utamanya yaitu menyeru kepada ma riif dan
mencegah perbuatan munkar yang memang meliputi aspek yang luas. Keberadaan
hisbah sangat diperlukan untuk menjamin terlaksananya syari’at Islam dalam
kegiatan perekonomian.

Dengan demikian, pené¢liti memsmuskan framework yang akan dikaji
(Gambar I}, dimana peneliti meninlai dengan.melakivkan analisa terhadap karya —
kerya ulama’ yang dipilih oleh~pencliti;~antara-lain Imam al-Ghazali dengan
karyanya JThya’ Uliamuddin, jTonu Taymiyyah dengan al-Hishah ¢fial Islam, Ibn al-
Ukhuwwa dengan Ma'alimul al-Qurbah fi Usil al-Hisbah , Imam al-Mawardi
dalam al-Ahkam Sultaniyyah, Ibfiu Khaldun dengan” Mugaddimalmya dan yang
terakhir Fatwa DSN-MUI."Pembatasan pembahasan dilakukan agar kajian dalam
hisbah dapat dilakukan secara mendalam dan komperhensif tentang hisbah
dalam Islam, untuk kemudian di analisis relevansinya terhadap pengawasan yang
dilakukan oleh DSN dan DPS pada perbankan syari’ah di Indonesia.

Untuk mempermudah penelitian tentang  hisbah  dalam Islam dan
relevansinya dengan DSN dan DPS, maka penulis membuat kerangka kerja

sebagai berikut :
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F. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini teratur dan sistematis, dan
tercapainya tujuan-tujuan daripada penelitian, sekaligus memudahkan dalam
memahami maksud dan tujuan daripada penelitian, maka penelitian ini dibagi

dalam beberapa bab, yaitu:

Bab I, terdiri dari beberapa pembahasan secara umum terkait dengan latar
belakang penelitian, rumusan masalah, kegunaan dan tujuan penelitian,

kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Dilanjutkan dengan bab VI, (yaitu pembahasan secara umum tentang
hishah dalam Islam, Dewan| Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas

Syariah (DPS) pada perbankan Syariah

Bab 11, merupakan bab metodelogi penelitian yang berkaitan dengan
proses penelitian dan/analisis daté yafig akan ditelitl. Berupa jenis-penelitian, sifat
penelitian, pendekatan , teknik pengimpulaidata,da teknik analisis data.

Kemudian pada bab, IV, membahas_secara rinci tentang hisbah dalam

Istam dan relevansinya dengan praktek pengawasan yang dilakukan oleh DSN
dan DPS pada bank-bank syari’ah di Indonesia, yang terbagi menjadi 3 sub-
bab, yaitu, hishah dalam Islam, pengawasan DSN dan DPS dan analisis

relevansi hisbah pada pengawasan DSN dan DPS.

Bab [V merupakan penutup penelitian yang berisi kesimpulan yang telah
di peroleh berdasarkan analisa yang dilakukan pada bab sebelumnya, serta

saran dari peneliti.



BAB I

HISBAH DALAM ISLAM DAN DSN-DPS PADA PERBANKAN

SYARI’AH DI INDONESIA

A. HISBAH DALAM ISLAM DAN SEJARAHNYA
1. Definisi Hisbah

Hisbah berasal dari bahasa/Arab, berakar kata ‘ha-sa-ba’ yang mempunyai
makna cukup bervariasi, seperti-memperhitungkan, menaksir, mengkalkulasi,
memikirkan, opini, pandangan dan! lain-Iainl Secara harfivah (etimologis) hisbah
berarti melakukan svatu tugas déngan penth perbitungan.'® Ada beberapa kata
yang berkaitan dengan hishah yatg berakar dari kata kerja ini, yaitu ihtisab
(computation, calculation, consideration, reflection; debiting; crediting;

contentednes, satisfication), dan mufirasib berarti(bursar ,(reasurer). e

Secara terminologis, menurut Imam Al-Mawardi hisbah adalah menyuruh
kepada kebaikan jika terbukti kebaikan'ditinggalkan-diamalkan, dan melarang dari

kemungkaran jika terbukti kemungkaran dikerjakan 2

8 Muhammad Djakfar, Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan
Nasienal Dewan Syariah, (Malang:UIN Press, 2009), hal. 409

% Al-Thahir Ahmad al-Zawi dan Muhammad Farid Wajdi, dalam Abdur Rohman,
Ekonomi Al-Ghazali; Menelusuri Ekonomi Islam dalam Ihya’ Ullimuddin, (Surabaya: Bina Ilmu,
2010), hal. 174

™ fmam Al-Mawardi, Al-Akkam As-Sultaniyyah..., hal. 398

19
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Definisi lain menyebutkan hishah sebagai fungsi kontrol pemerintahan
terhadap tindakan seseorang khususnya dalam ruang lingkup moral, agama dan
ekonomi, dan pada area kepentingan bersama atau kehidupan publik pada
umumnya, untuk mencapai keadilan dan kebajikan berdasarkan prinsip-prinsip
Islam, dan dikembangkan menjadi kebiasaan umum atau adat istiadat yang baik
sesuai dengan waktu dan tempat. ! Singkatnya hisbah adalah lembaga yang

mengontrol pasar dan adat moral.Z

Hisbah dapat diartikan sebagai;lembaga normatif preventif karena fungsi
pokoknya adalah menghimbau™ agargimasyarakat melakukan kebaikan dan
menjauhi kemungkaran, Namun déemikian wilayah fungsi kontrol ini tidak sebatas
bidang agama dan moral. Tetapj menurut, Muhammad al-Mubarak melebar ke
wilayah ekonomi dan secara umum bertaltan-dengan kehidupan kolektif atau
publik untuk mencapai keadilan dan kebenaran menurut prinsip Islam dan

dikembangkan menjadi kebiasaah urmum-pada Satu waktu dan tempat.”

Menurut Ibn Qayyim, hisHah dengan’\Ha \bérkasrah secara bahasa adalah
menyuruh kepada kebajikan apabila‘telahl nampak. ditinggalkan dan mencegah
kepada kemungkaran apabila telah nampak dilakukan. 2 Dan menurut istilah

hishah adalah hukum sesama manusia yang tidak bergantung pada gugatan, yang

2! Control function of the goverment through persons acting especially in the field of
morals, religon and economy, and generally in the areas of collective or public life, to achieve
justice and righteousness according to the principles of Islam and commonly known good customs
of time and place. Al-Mubarak, dalam Abdul Azim Islahi, Contributions of Muslim Scholars to
Fconomic Thought and Analysis, (Jeddah: King Abdul Aziz, 2004), hal. 58

Z Nicola Ziadeh, Ibid.

23 Muhammad Djakfar, Hukum Bisnis ..., hal. 410
% \bnu Qayyim al-Jauziyah, ar-Thuriig al-Hukmiyah fi al-Siyasah al-Syar iyyah, (Jeddah
: Darul Ilmu Fawaid, t.th), hal. 620
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asalannya menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kejahatan yang telah
ditetapkan Allah dan disampaikan oleh Rasulullah melalui kitabnya, sebagai
petunjuk dan penerang bagi umatnya.> Sedangkan yang bertanggungjawab atas

hisbah adalah wali hisbah atau muhtasib2®

Tujuan hisbah seperti yang didefinisikan oleh Ibnu Taimiyah adalah untuk
memerintahkan apa yang sering disebut dengan kebaikan (al-ma’riffy dan
mencegah apa yang secara umum diketahui sebagai keburukan {(al-munkar)
didalam wilayah yang menjadi~Kewenangan pemerintah untuk mengaturnya,
mengadili dalam wilayah urusan imumgkhusus ldinnya, yang tak bisa dijangkau

oleh institusi biasa.”’

Pemikiran tentang hishbal- telah muncul s¢jak awal sejarah Islam, dan

dapat ditemukan pada dalil syar’i-yang meripakan| iandasan bagi hukum Islam,

antara lain :
a. Al-Qur’an
< Clﬁao "4‘/1‘ - LI L - B A LT Lgme A Rl e % AE’
of A 1,a515 AA) cadd L puah aealy di [easl [yals T 2 dll Gl

“ Hai orang-orang yang beriman! Bertagwalah kepada Allah dan hendaklah
setiap orang memeperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok
(akhirat), dan bertaqwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Teliti atas apa
yang kamu kerjakan * (OS. Al-Hasyr : 18)

B [bid.,hal. 622
2 [bid., hal. 620
¥ [bn taimiyah, Al-Hisbah fi al- Islam..hal. 18
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b. Hadist
6l ot ooy ade @l Lo i Jpu, JB 2 6w U o, 38 Gl e
Caniol MI3p lid wlariy § O Gl plazg OB oy ol LS o Sn
oy

Diriwayatkan dari Abi Hurairah Radhiallahu ‘Anhu berkata : Rasalullah
bersabda : Bbarangsiapa diantara kamu yang melihat kemungkaran, maka
hendaklah ia merubahnya dengan tangannya, jila ia tidak mampu maka
rubahlah dengan lisannya, (jika 'ia—tidak' mampu maka rubahlah dengan
hatinya. Dan yang demikian itu mérupakan selemah-lemahnya Iman (HR.
Muslim)

Dan hadits lain menyebutkan :

5 O U8 sSSPy Faiatay of 8 oSl 1 gauds

“Periksalah dirimu sebelum memeriksa orang lain. Lihatlah terlebih

dahulu atas kerjamu sebelum melihat kerjd orang lain,” (HR. Tirmidzi: 2383).

c. [jma’ Ulama
Para ulama dari berbagai mazhab telah memutuskan akan kewajiban
hishah karena hal ini menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran.
Dan hal ini merupakan kewajiban bagi yang mampu dan berkuasa. Maka dari
itu hukumnya fardhu kifayah dan bukan fardhu ‘ain. Apabila sebagian orang

telah bertanggungjawab maka gugurlah kewajiban bagi yang lain. Dan
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hukumnya menjadi fardhu ‘ain bagi yang mampu dan tidak ada seorangpun

yang bertanggungjawab sebagat muhtasib.®

2. Sejarah Hisbah
2.1. Zaman Rasulullah SAW.

Secara historis, hisbah telah ada semenjak masa Rasilullih SAW.?
Beliaulah muhtasib pertama dalam Islam. Seringkali beliau masuk ke pasar
Madinah mengawasi aktivitas/jual beli, Sebagaimana dikisahkan Rasulullah
Saw. berjalan-jalan di pasar” Madifiah, dan“melewati penjual makanan,
kemudian beliau memasukkanctanganinya'ke dalam setumpukan gandum dan
menemukan bagian gandum yapg basah, kemudiah Rasulullah SAW bersabda:
“Man Ghisna, Falaisa Minna” (Barangsiapa yang menipu saudaranya
sendiri, maka bukan bagian dari kita (Ummat Rasululullah Saw).>® Dengan

demikian dapat disimipulkap/bahwa [Hisbah=pada zaman Rasulullah belum

% Ibid., hal. 77

? Istilah hishah padavperipde Rasultllah, belum, digunakang/dan baru digunakan pada
periode kemudian dan tulisan‘mengenai’Subyek itu baru-muncullebih@khinlagi. Tulisan paling tua
tentang hisbah, termasuk dalam salah satu buku Al-Mawardi dan Abu Ya’la. Kemudian banyak
buku yang lebih aktif, bahkan memiliki judul yang sama, seperti Al-Ahkam al-Sulthaniyah, Al-
Ghazali dalam bukunya lhya’ Ulumuddin juga menulis tentang hishakh pada beberapa bagian.
Volume yang penuh yang membahas tentang hisbah ditulis oleh Abdurrahman Bin Nashri al-
Shaizari (wafat 1193), bukunya berjudul Nihkayah al-Rutbah Fi Thalab al-hisbah. Buku ini
digunakan sebagai rujukan dasar bagi penulisan soal fisbak di masa berikutnya, misalnya Ma 'alim
al-Qurba Fi Ahkam al-hisbah oleh Ibnu Ukhuwwa. Penulis ini juga menggunakan teks al-Shaizari
dengan sejumlgh tambahan bahkan nama bukunya. Diantara penulis setelah Iba Taimiyah
misalnya Ibnu Jamaah, [bnu al-Qiyyam, al-Subki dan sebagainya, membahas subyek hisbah dalam
tulisannya. Sejumlah buku lainnya tentang hisbah muncul di Andalusia, seperti Adab al-hisbah
oleh Muhammad al-Saqti. Dia diangkat menjadi muhtasib di Andalusia pada akhir abad ke-18.
Kemudian Yusuf Bin Abdul Hadi (wafat 1503), menulis buku berjudul af-fisbah. Ibnu Khaldun
membahas lembaga hisbah dalam salah satu bagian dari kitab terkenalnya, Mugaddimah. Inilah
beberapa nama yang secara cepat bisa disebutkan dalam mencatat literatur tentang hisbah.

* Muhammad Mahdi Syams ad-Din, Nizhdm al-Hukm Wa al-ldarah Fi al-Islam (Beirut:
Dar al-Hamra, 1991), hal. 593.
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menjadi suatu lembaga, hanya saja praktek-praktek yang mengarah pada

kewenangan hisbah dilakukan secara individu yaitu Rasulullah Saw.

2.2. Zaman Khulafa’ Rasyidin

Pelembagaan hisbah dengan struktur yang lebih sempurna dimulai pada
masa Umar bin Khatab. Ketika itu ia melantik dan menetapkan Wilayatul
hishah adalah departemen pemerintahan yang resmi. hisbah pada masa Umar
bin Khatab mempuyai peran penting dalam pengawasan pasar dan kegiatan
yang dilakukan didalamnya,”yaitu kegiatafi; ekonomi. Ibnu Saad telah
meriwayatkan dari Az Zuhri| bahwa Umar/bin)Khatib telah mempekerjakan
Abdullah bin ‘Utbah mengawasi | dan memantau pasar. Sebagaimana
disebutkan oleh Ibnu °Abdil| Barr_bahwa Umdr| kadangkala mempekerjakan
Asyifa’ binti Abdullah ar-Qurasyiyah al-Adawiyah untuk mengurus sesuatu

tenlang urusan pasar.”

2.3. Zaman Daulah Bani Untayyah

Daulah Bani Umayyah atau Kekhalifahan Umayyah adalah kekhalifahan
Islam pertama setelah masa Khulafaur Raspidin yang memerintah kurang lebih
sclama 90 tahun dengan Damaskus sebagai pusat pemerintahannya. Nama
dinasti ini dirujuk kepada Umayyah bin ‘Abd asy-Syams, kakek buyut dari
khalifah pertama Bani Umayyah yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Inilah era

dimana kekuasaan menjadi turun temurun hingga akhir kekuasaan pada 750 M.

3 yusuf Qardawi, Peran Nilai dan Moral dalam Pereckonomian Isla, terj. Didin
Hafidudin,dkk, (Jakarta : Rabbani Press, 1997), hal. 462
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Daulah Umayyah banyak berjasa dalam pembangunan berbagai bidang
dalam negara, pada pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan Spesialisasi
jabatan Qadi atau hakim dan tentunya Muhtasib. Pada pemerintzhan Abdul
Malik bin Marwan, dilakukan pembenahan-pembenahan administrasi
pemerintahan dan memberlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi
administrasi pemerintahan Islam selain mengubah mata wang Byzantium dan
Persia dengan memakai kata-kata dan tulisan Arab pada tahun 65% M. Pada
masa inilah, dilakukan penyempurnaan terhadap lembaga hisbah yang disebut
sebagai ‘diwan’ yang berasal|dari bahasa persias “diwanah” berarti catatan atau

daftar, yang pertama kali didirikan/eleh khalifah) Umar bin Khatab.?

2.4. Zaman Daulah Bani Abbasiyah

Pergantian tampuk kekuasaan dari daulah Bani Umayah ke Daulah
Abbasiyah tentd mewariskan “beberapa aspek Yyarlg sangat penting dari
perkembangan hisbah itu Sendiri,_meliputi luasnya wilayah kekuasaan, serta
terbentuknya lembagaslenibaga (diwan) oleh.penguasa sebelumnya.

Luasnya wilayah kekuasaan Bani Abbasiyah mengakibatkan banyaknya
pemasukan terhadap Negara, hal ini menjadikan perlunya pengaturan keuangan
Negara schingga terbentuklah Lembaga-lembaga keuangan negara seperti (a)
diwan al-khazanah yang bertugas mengurus perbendaharaan negara, (b) diwan
al-azra'u yang bertugas mengurus kekayaan negara yang berupa hasil bumi;

dan (c) diwan al-khazéin al-silat yang bertugas untuk mengurus perlengkapan

32 Imam As-Suyuthi, Tarikh Khulafa', Terj. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), hal.253
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angkatan perang. Hal diatas tentu berakibat terhadap luasnya lingkup tugas
serta fungsi lembaga hisbah tersebut dalam kaitanya menyeru kepada kebaikan
dan meninggalkan larangan agama.

Di masa pemerintahan al-Mahdi ( 158-169 H ) wilayah al-hishah menjadi
Institusi yang Independen sebagai suatu lembaga yang menangani persoalan al-
amr bi al-mariif wa nahy ‘an al munkar khalifah Daulat Abasiyah. Sedangkan
Pelembagaan hishah secara lebih modern dan terstruktur dilakukan pada masa
Khalifah al-Mansur dengan menunjuk_Yahya ibn Abdullah sebagai muhtasib
pada tahun 507 H.

Di sisi lain, perkembangan hisbah dil masa Daulah Abbasiyah nampak
menonjol dalam bidang iimiab di banding praktiknya, hal ini tebukti dengan
intensnya diskusi mengenai |fishaholehpara Ulama-ulama pada zaman ini,
seperti Abu Yusuf, Ibn Taymiyah, Imam-Al-Mawardi, Imdm Al-Ghazali, Ibn
Khuldun dan laingsebagainya. JKarya-karya dnilah.yang dapat-dijadikan pijakan
oleh para Ilmuan Muslim untuk mengkaji tentang praktik hisbah dimasa itu.

Hisbah tetap bertahan sepanjafig’ bagian terbesar dari dunia Islam, sampai
sekitar awal abad ke-18., Selama_periode dinasti Maniluk, institusi seperti itu
tampaknya memegang peranan sangat penting, terbukti dari sejumlah hasil
yang dicapai selama periode itu. Di mesir, hishah tetap bertahan sampai masa
pemerintahan Muhammad Ali (1805-1849). Di Maroko, lembaga serupa masih
ditemukan sampai awal abad ke-20 ini. 3 Di Romawi Timur yang telah

melakukan kontak dengan dunia Islam melalui perang suci (Perang Salib),

¥ Nicola Ziadeh,.....hal. 44
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lembaga serupa juga di adopsi yang secara jelas dikenal dengan istilah

mathessep yang berasal dari istilah muhtasib.>

3. Rukun Hisbah
Lembaga hisbah seperti dijelaskan sebelumnya berfungsi sebagai pelaksana
amar ma'rif nahi munkar. Dengan demikian, terdapat rukun- rukun dalam

hisbah, sebagaimana dijelaskan oleh Imam al-Ghazili: 3

Gyl LAl Gle o g A 3 oW ol
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“..bahwa rukun hisbah yang bevkaitari dengan pelaksanaan yang ma’riif dan
mencegah yang munkar meliputi empat macam, yaitu, muhtasib (orang yang
mencegah perbuatan| munkar)..mubtasab. aldih “(orang yang melakukan
kemunkaran ), muhtasib fiih (perbuatan yang dicegah) dan nafs al-Ihtisab

(cara mencegah kemungkaranp).!’”

Berdasarkan definisi tersebut dijelaskan bahwa rukun hisbah ada empat,
yaitu :
a. Muhtasib yaitu orang yang menjalankan tugas-tugas hisbah dalam

masyarakat dan negara Islam. la dilantik resmi oleh pihak imam atau

3 Ibid.,hal.39
35 Al-Ghazali, Ihya Uliamudin...,hal. 308
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pemerintah untuk memastikan bahwa kebaikan-kebaikan dibuat dan
kemungkaran-kemungkaran ditinggalkan.™
b. Multasib ‘Alaih yaitu orang yang melakukan al-munkar atau perilaku
yang buruk.
Dalam hal ini, Al-Ghazali menjelaskan yang menjadi objek hisbah, antara
lain :
1) Adanya perbuatan munkar, yaitu perbuatan yang dilarang agama,
seperti minum khamar yang dapat merusak kemuliaan agama
2) Adanya perbuatan munkar yangstelah mengakibatkan semacam
kecanduan sehingga memunculkan perbuatan munkar lainnya
3) Perbuatan munkar tersebut harus diketahui muhtasib. Tidak boleh
berburuk sangka, menuduh, memfitnah, kecuali ia jelas-jelas
terbukti telah melakukan kemunkaran
4) Perbuatan kemunkaran itwtelahdiakui-dandisepakati oleh jumhiir
ulama, tanpa membutuhkan #jtihad. Jika masih ada perdebatan,

maka tidak dilaktkarrapdya nahi munkar.”’

¢. Multasib Fih adalah perbuatan yang dicegah
Adalah segala bentuk kemunkaran yang terlarang untuk dilakukan

dan wajib dicegah, baik sudah mukallaf maupun yang tidak (segala usia).

35 Mohd. Parid Sheikh Ahmad & Mohd. Azmi Omar, al-Hisbah dalam Ekoromi Islam,
dalam Sheikh Ghazali Sheikh Abod Zamry Abdul Kadir (Ed.), Pengurusan Perniagaan Islam,
(Shah Alam : Hizbi, 1991), hal. 430

3 Ibid. hal. 320-321
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Kemungkaran yang akan menerima tindakan hisbah dibagi dalam
dua bentuk : ¥

1) Bentuk positif, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang
oleh syara’

2) Bentuk negatif, yaitu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dituntut
oleh syara’

Pada umumnya, yang dimaksud dengan kemungkaran ialah setiap
tindakan maksiat, yaitu tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan
yang menyalahi syariat’Islam, baik daripada maksiat dosa besar atau
dosa kecil, baik yang/bethubungan dengan hak-hak Allah atau hak
manusia.>®

Anak kecil yang mau minum.arak harus dicegah. Orang gila yang
tidak tahu apa-apa, lalu ingin-berbuat zina; maka wajib juga dicegah. Hal
tersebut dimaksudkan pleh==Al=Ghazalij bertujuan @ntuk memenuhi
kewajiban kepada Allah yang melarang perbuatan munkar dan menjaga
manusia yang terdhalimi.*®

d. Nafs al-IThtisab adalah|cara mencegah kemunkaran

Tujuan daripada tindakan hishah adalah menghapuskan

kemungkaran serta menggantikannya dengan kebaikan dan kemaslahatan.

Untuk mencapai tujuan hisbah tersebut, tindakan-tindakan Ahisbah

38 Mohd. Parid Sheikh Ahmad & Mohd. Azmi Omar, al-Hishah dalam .. .hal. 434
3 Ihid.,
0 Ibid., hal. 332-333
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hendaklah berlandaskan figih yang mendalam serta beberapa kaidah

berikut ini : !

1)

2)

3)

Ketetapan hati dalam menolak segala tindakan kemungkaran, agar
jiwa selalu siap dalam menindak pelaku kemungkaran.

Tindakah hisbah mestilah dilakukan untuk merubah kemungkaran dan
kerusakan untuk memperoleh kemaslahatan

Tindakan hisbah dilakukan sclembut-lembutnya, sehingga ia
mendorong kepada penerimaan, kerelaan dan kegembiraan pihak-
pihak yang dikisbah

Disebutkan oleh (Al-Ghazali bahwa| dalam melaksanakan hisbah

harus mengedepankan etika dan moral meliputi :

1) Adanya al-ta’aruf (perkenalan) yang dimaksudkan untuk mecari
pengertian sumberlasal ‘kemunkaran secara jelas, tidak dengan
tajassus (mengari kesalahan-orang) atau.meneliti-keadaan si pelaku
perbuatan

2) Adanya al-ta’rif (pemberitahuan) yaitu memberi tahu bahwa yang
telah atau sedang dilakukanadalah perbuatanimunkar

3) Memberikan naschat kepada pelaku kemunkaran dengan
mengingatkan akan balasan dan hukuman dari Allah

4) Dengan suara yang kasar dan keras, artinya setelah melakukan cara

yang lemah lembut diatas

“1 M ohd. Parid Sheikh Ahmad & Mohd. Azmi Omar, al-Hisbah dalam ...hal. 442
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5) Merubah dengan tangan, maksudnya diperlakukan dengan
kekerasan jika memang beberapa cara yang dilakukan diatas tidak

juga memberikan atsar (bekas) pada pelaku kemunkaran.*?

4. Fungsi Hisbah
Fungsi asal institusi hishah sangat luas, seluas pengertian amar ma’rif
nahy munkar. Imam Al-Mawardi dalam ulasannya mengenai hisbah

menjelaskan hak-hak yang berkaitan dengan fungsi kisbah. Antara lain A3

a. Perkara yang berkaitan déngan hak-hak Allah SWT

Perkara berkaitan>dengan. hak-hdk| Allah dalam soal ma’riif
meliputi semua jenis ibadat_seperti\sembahyang, puasa, zakat, haji dan
ibadat-ibadat lainnya. Muhtasib--dalam=/hal ini bertanggungjawab
memastikany hak-haky Allah ini-ditunaikan-erang-Islam, yang-berada dibawah
jagaannya. Dalam hal mencegah munkar perkara yang bersangkutan dengan
hak-hak Allah ini dibagi menjadi’ 3 yaitu perkara yang berkaitan dengan
ibadah, mahdzurat serta muamalah dan muhakahat.

Dalam hal ibadah contohnya mubitasib berhak mencegah orang
yang tidak puasa dengan sengaja, orang yang tidak membayar zakat, orang
yang tidak menunaikan shalat dan ibadah lainnya. Dalam hal mahdzurat
pula muhtasib diberi kuasa untuk mencegah perbuatan yang menimbulkan

syak seperti melarang laki-laki dan perempuan bedua-duaan di tempat

42 A|-Ghazali, dalam Abdur Rohman, Ekonoemi Al-Ghazali.., hal. 194
3 Imam Al-Mawardi, dalam Zulfagar bin Mamat, “Tnstitusi Hisbah., hal. 116-117



32

yang sunyi dam melarang arak dan alat hiburan yang diharamkan.
Seterusnya dalam perkara muamalab, mubtasib berhak mencegah
perbuatan zina, nikah yang diharamkan Islam, riba dan penipuan dalam

urusan jual beli.

b. Perkara yang berkaitan dengan hak-hak manusia
Menegakkan ma’riif yang berkaitan dengan hak-hak manusia ini
terbagi menjadi 2 yaitu; hak_umum dan khusus. Hak umum melibatkan
perkara yang berkaitan dengan kepentingan awam, sebagai contohnya
kerusakan bendungan air, masalah bekalan air) dan musafir. Muhtasib dalam
hal ini perlu menangani s¢tiap maalah umaih| yang terjadi dan sebaiknya
berusaha mendapatkan bantuan dari-kerajaanatau bantuan lain. Hak khusus
pula berkaitan dengan masalah individu, /seperti masalah hutang yang tidak
bisa dibayarkany ketika telab jatuhgptempos~dalam. hak inj=mubrasib boleh
bertindak mendesak orang yang berhutang untuk segera melunasi hutangnya
tersebut.
| Perkara ketunkaran yang“\berKaitaii)deigan hak-hak manusia,
meliputi semua jenis urusan yang berlaku antara urusan manusia dengan
manusia. Perbuatan yang menimbutkan kesulitan dan memudaratkan manusia
lain ketika berurusan adalah dilarang dan boleh dicegah oleh mubtasib.
Contohnya, perbuatan menyakiti hati tetangga dengan cara merusak hak

miliknya, tidak amanah dan lain sebagainya.
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¢. Perkara yang berkaitan dengan hak-hak bersama

Bidang ma’rif  berhubungan dengan hak-hak bersama ini
antaranya dengan menyuruh para wali untuk menikahkan anak perempuannya
dengan laki-laki yang sekufu’ dengannya, memastikan perempuan yang
ber’idah memenuhi masa tempo iddahnya dan memastikan pemilik hewan
memberikan makannan yang cukup kepada hewan ternaknya.

Bidang munkar dalam hak-hak bersama yaitu mencegah manusia
daripada mencari aib orang lain. Contohnya, mencegah imam memanjangkan
bacaan dalam shalatnya sehingga menyusahkan makmum yang uzur dan
berkepentingan, Termasuk | jugd, melarang(Opemilik hewan membebani
hewannya dengan muatan yang berat dan berlcbihan.

Sementara itu menurut Abdul\Azint Islahi yang mendasarkan pada
kajian-kajian kitab klasik, terutama\karya'\Ibnu Taimiyah, dan prakteknya
pada perekonomian negara islam-pada-masa.laluzmenjelaskan fungsi umum
al-hisbah, yaitu: *

1) Sebuah sistem yang séCaraimum digambarkan pelaksanaan kebajikan
dan kewajiban oleh Muhtasib dan Bérkaifan|déngan aspek agama dan
yuridis dalam pengurusannya

2) Digambarkan scbagai praktek dan tehnik pengawasan secara detail.
Pengawasan secara prinsip dilakukan atas berbagai bentuk produk
kerajinan dan perdagangan, bahkan juga mencakup tata administrasi

dan kualitas maupun standar produk

44 [slahi, dalam M.B. Hendric Anto, Pengantar Ekonomi Mikro Islami (Yogyakarta :
Ekonisis, 2003), hal. 326. Lihat juga, Muhamad, Pengantar Akuntansi Syariah, Edisi 2 (Jakarta :
Salemba Empat, 2005), hal. 84-86
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Adapun fungsi kisbah secara detail adalah:

1)

2)

3)

4)

Pengawasan terhadap kecukupan barang dan jasa di pasar. hisbah
melalui muhtasib, harus selalu mengontrol ketersediaan barang dan
jasa yang dibutuhkan masyarakat, misalnya kebutuhan pokok
(sandang, pangan, papan, jasa kesehatan, jasa pendidikan, dan lain-
lain). Dalam kasus terjadinya kekurangan barang-barang ini Muhtasib
juga memiliki otoritas untuk menyediakan sendiri secara langsung.
Pengawasan terhadap industri. Dalam industri ini tugas muhtasib
adalah pengawasan standar produk, iajuga mempunyai otoritas untuk
menjatuhkan sanksi |térhadap ‘penisatiaan yang terbukti merugikan
masyarakat atau negara. [a |juga harus membantu memecahkan
perselisihan antara majikan dengan burah, jika perlu menetapkan upah
minimum

Pengawasan,atas jasay Penipuanydan-berbagai ketidakjujuran lainnya
lebih mudah terjadi di pasar jasa dari pada pasar barang. Muhtasib
memiliki wewenang ufituk fiengawasi apakah para penjual jasa seperti
dokter, dan sebagainya telah meldKukaryiugdsnya secara layak atau
belum, pengawasan atas jasa ini juga berlaku atas penjual jasa
tingkatan bawah, seperti buruh pabrik dan lain-lain.

Pengawasan atas perdagangan, Muhtasib harus mengevaluasi pasar
secara umum dan berbagai praktek dagang yang berbeda-beda secara

khusus. la harus mengawasi timbangan dan ukuran, kualitas produk,
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6)
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menjamin pedagang dan agennya tidak melakukan kecurangan dan
praktik yang merugikan konsumen.

Perencanaan dan pengawasan kota dan pasar. Mufiasib berfungsi
sebagai pejabat kota untuk menjamin pembangunan rumah atau toko-
toko dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga
memberikan keamanan bagi publik.

Pengawasan terhadap keseluruvhan pasar. Mwuhtasib harus menjamin
segala bentuk kebutuhan agar persaingan di pasar dapat berjalan
dengan sehat dan islami, misalnya”menyediakan informasi yang
transparan bagi para pelaku pasar, imenghapus berbagai retriksi untuk
keluar dan masuk pasar, termasuk meémbongkar berbagat praktek
penimbunan (iktikar).

Al-hishah juga memiliki fungsi~sebagai pejabat kota yang
menjamin, ppembangunan=- fumahs~dan..toko agar benar-benar
dilaksanakan sesuai dengan ketemtuan hukum untuk memberikan rasa
aman kepada publik“dan™tidak menggangu lalu lintas. Ia juga harus
meneliti kepentingan keamananpublik dalam lokasi industri dan bisnis
ia harus memperkuat dirinya untuk terus memisahkan industri yang
satu dengan yang lain, apabila satu sama lainnya diperkirakan akan
membahayakan dan menggangu. Misalnya industri yang menghasilkan
asap atau polusi tidak boleh diletakkan dengan industri pangan dan
sandang. Ibnu Taimiyah membuat ihtisar peran religius sosial, dan

ekonomi dari muhtasib adalah sebagai berikut :
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Muhtasib harus memerintah semua yang ada dibawah
wewenangnya untuk melaksanakan shalat jum’at, menunaikan shalat
wajib lainnya, menegakkan kebenaran, membayar segera hutang,
melarang perbuatan buruk seperti berkata dusta, tidak jujur,
mengurangi timbangan, takaran, melakukan penipuan dalam masalah

industri perdagangan, agama dan lain-lainnya.”’

Hisbah mempunyai beberapa _keutamaan dibandingkan dengan

beberapa wilayah lainnya, antara lain 16

a.

Hisbah merupakan wilaydh yang didirikan sebagai lembaga hukum
dan lembaga yang memaksa para pelangpar aturan syariah

Pendirian hisbah ditujukan untuk_memajuka kebajikan dan menjaga
etika dan moral

Memerangiy, bid lah-bid ‘ah-yang, berkembang di masyarakat karena
hisbah merupakan wilayah agama.

Tkut berpartisipasi aktif=dalam ‘mengatur masyarakat yang ada
hubungannya dengan/pembaharuart Sosialydi aspek agidah, moral dan
perilaku.

Hanya memiliki kekhususan dalam mengidentifikasi kejahatan yang

nampak.

*3 Ibnu Taimiyah, al-Hisbah fi al- Islam...hal. 9-20
S Kamal Fakhry, al-Hisbah..., hal. 79
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5. Syarat-syarat Muhtasib
Untuk menjadi muhtasib di perlukan beberapa persyaratan yang harus
dipenuhi, antara lain 4
1) Mubltasib hendaknya seorang mukallaf, muslim dan sanggup
mejalankan tugasnya, tidak disyaratkan bagi anak kecil dan orang kafir
2) Muhtasib hendaknya beriman, maka orang yang fasiq tidak
diperkenankan menjadi muhtasib
3) Mulntasib hendaknya berlaku adil
4) Mengetahui dan memahami syariat Islam

5) Dapat dipercaya dalamy'pertyampaian kabar berita

6. Tugas Hisbah dan Mulitasib

Ibnu Khaldun menjelaskan-bahwa-tngas hisbah merupakan tugas
keagamaan jitu, adalah ymerupakan—-kewajiban . bagi badan-yang mengurus
kaum muslimin. Untuk itu, dipilih orang yang dipandang cakap. Tugasnya
adalah menyelidiki "adanyd™ kemungkaran dan  mengoreksinya,
menertibkannya,| dan'| berusaha /agariorang ~mau melakukan hal-hal yang
berguna bagi kepentingan umum dan menjauhkan diri dari yang merugikan
mereka. *® Tugas ini, walaupun terlembaga secara resmi pada periode
kemudian, namun pelaksanaannya telah dimulai dari masa paling awal yaitu

masa Rasiilulldh SAW.

47 Al-Ghazali, Thya Uliimudin , hal. 118. Lihat juga Ibnu Qoyim, dalam Kamal Fakhry,
“Al-Hishah..., hal. 78
*3 Ibnu Taimiyah, Al-Hisbah ... hal. 11-12
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Menurut Ibn Qayyim, pembagian tugas berdasarkan pada makna

hisbah secara global dibagi menjadi dua yaitu memerintah kepada kebaikan

dan mencegah kepada kejahatan, yang dapat di kelompokkan menjadi

beberapa bagian, antara lain :*

)

2)

3)

Hak-hak Allah

Sudah selayaknya bagi muhtasib untuk menyeru kepada khalayak
apabila telah datang waktu shalat. Dan dapat menjatuhi hukuman bagi
yang tidak melaksanakannya dengan hukuman pukulan atau kurungan.
Dan shalat merupakan suwatu yang “sangat penting diatas segala-
galanya, karena shalatiinerupakan tiang,)dasar dan basis agama.
Pemantauan terhadap moral publik

Tugas mubtasib tidak hamya\\mengawasi masyarakat agar tetap
melaksanakan shalat-akantetapt jugd bertugas dalam menyuruh
kepada kebajikanyseperti-menepatigjanji dan, berkata<jujur dan saling
menasehati dalam perkataan dan perbuatan, serta melarang berkhianat.
Pengawasan terhadap pasar

Wajib hukumnya bagi,_muhitasip_memeriksa-pasar secara umum,
memeriksa timbangan dan neraca agar terhindar dari penipuan,
mengawasi produksi dan jual beli barang, memeriksa kondisi
timbangan dan kelayakannya, melarang barang-barang yang
memabukkan, melarang hal-hal yang dapat merusak dan merubah

mata uang. Melarang jual beli uang dan lain sebagainya.

*% [hnu Qayyim al-Jauziyah, al-Thurig al-Hukmiyah...hal. 623-628
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Al-Mawardi berpendapat, seseorang yang bertugas dalam
lembaga hisbah harus bekerja sebagai pengawas pasar dan moral. la
harus memiliki kewenangan untuk menghindari monopoli barang-
barang dan penimbunan. Juga menjadi kewajibannya adalah
mengontrol ukuran dan timbangan yang tepat untuk yang digunakan
dalam perdagangan. Tugasnya juga meliputi pemeliharaan atas
manfaat umum yang penting seperti, pengadaan air minum,
pembangunan tembok kota, pembangunan tempat-tempat ibadah dan

peduli terhadap pelan¢éng.™

Terdapat 3 standar utama yang''tampak menonjol dari fungsi
muhtasib, antara lain A1
1) Muhtasib bertanggungjawab-untuk-memastikan bahwa masyarakat secara
keseluruban, memiliki organisasiwdan= fasilitas yangememadai untuk
menjalankan ibadah. Sarana prasarana masjid, penunjukan muazin dan
imam, menjadwal sahalat "lima” waktt, shalat Jum’a dan shalai ‘led,
adalah sebagian dari_tugasnya, DemiKian pula/ia‘akan menolak setiap
pengabaian dan ketidaktaatan pada kewajiban-kewajiban syariah lain
yang dilakukan oleh perorangan maupun kolektif. 32 Tugas-tugas
muhtasib ini dapat diadopsi bahkan sampai saat ini, jika lembaga ini

memang bisa dibentuk

5¢ al-Mawardi, al-Akkam al-Shultaniyah...hal. 240-259
*! Ibnu Taimiyah, Tugas Negara ...halxvii-xviil

2 Ibid.,
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2) Muhtasib memantau penegakkan keadilan di masyarakat. {a berusaha
untuk menegakkan fair play dalam berbagai sektor ekonomi guna
meminimalisis eksploitasi yang mungkin terjadi di dunia ekonomi.
Sebagai konsekuensinya, kita akan menemukan dafiar panjang tentang
hal ini yang mengatur pengawasan timbangan dan takaran, kadar metal
suatu koin, dan kualitas produk-produk makanan. Demikian pula
muhtasib harus memantau adanya manipulasi harga, pasokan dan
produksi, kolusi monopolistis, penipuan, kecurangan, dan setiap bentuk
ketidak-adilan antar sektor. Secara garis/besar ia harus mengintervensi
setiap kali jalannya roda) ekonomi dipermainkan oleh perorangan atau
kelompok yang secara ekonomi kuat demi kepentingan [ribadi mereka.
Wilayah tugas muhtasib~_yang/ini\perlu disesuaikan sengan pola-pola
produksi, distribusi dan-pertukaran’zaman/sekarang. Semangat keadilan
harus tetap dijagajselagi menentukan peran sebagaj,agen-ekonomi.

3) Muhtasib memberikan pelayanan khusus terhadap berbagai layanan
umum khususnya kondisi ke€sehatan“kota. Barangkali muhtasib adalah
satu-satunya pejabat kotapraja dalath’ masyarakat muslim. Ia harus
memantau seluruh pengelolaan kotapraja semisal penerangan jalan,
pengelolaan sampah, desain arsitektur bangunan-bangunan kota, suplai
air dan sanksi-sanksi antipolusi. Jelas, kebutuhan akan kemudahan

layanan-layanan ini pada saat itu benar-benar maju.
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6. Mekanisme Hisbah
Hishah bertugas memantau pasar melalui pekerjaan dan tugas. Ibn
Qayyim telah banyak menyebutkan tugas-tugas yang harus diemban mubtasib
dan berhubungan erat dengan bidang ekonomi.
a. Negara menjamin standar hidup setiap orang
Telah disebutkan oleh Ibn Qayyim secara lugas tentang kewajiban
menjamin kerabat, dan berkata : sultan atau pemerintah menjadi
penjamin hutang masyarakat muslim apabila tidak terbayarkan, negara
dapat mengambil dari baitul mal. Dan beliau juga berkata sebagaimana
harta warisan apabiladitinggal mati dan belum sempat membagikan
warisan dan belum melunasi hutangnya dan mati sedangkan belum
sempat menepati janjimya, dan juga memberi nafkah apabila tidak ada
yang memberi nafkah.’Maka pemerintah’ wajib mewakili atau menjadi
penjaming ]
b. Mewajibkan setiap orang agar ikut serta dalam kegiatan ekonomi
Ibn Qayyim telah“menetapkan bahwa negara wajibmenjamin dan
berperan aktif dalam setiap kegiatan yang dibutubkan oleh masyarakat,
dan berkata : “ negara mengawasi dan menjamin apa yang dibutuhkan
masyarakat sepeti industri, pertanian, rumah dan sebagainya “ >
Negara juga ikut mrngatur upah karena kesejahteraan tidak akan

terlaksana tanpa adanya hal ini.

% Ibnu Qaimil Jauziyati, Radul Mi'ad Fi Hadyin Khoirin, (Beirut : Muasasat al-Risalah,
2001}, hal. 659
* Ibn Qayyim al-jauziyah, al-Turig al-Hukmiyah...hal. 644
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Muhtasib mengawasi secara cermat dan teliti para pedagang dan
pegawai yang berhubungan langsung dengan perekonomian. Dan dia
juga memiliki daftar khusus yang bernama daftar hisbah yang
didalamnya berisikan nama-nama pembuat roti beserta lokasinya agar
tahu secara tepat dimana posisinya.

¢. Pengawasan terhadap timbangan dan ukuran

Ibn Qayyim berkata bahwasanya muhtasib melarang berkhianat,
mencurangi timbanagn, berlaku curang dalam produksi dan jual beli.>
Selanjutnya beliau menjelaskan muhtasib wajib memahami mekanisme
pasar dan metode penjualan dan pémbelian agar tidak sampai terjadi
kecurangan dan kedzaliman.

Berikut adalah metodesmuhiasib dalam memeriksa timbangan.
Meratakan atau menyamakan kedua -sisi lengan timbangan sampai
seimbang; 1%, Dan timbapgan jharus @dalam-keadaan tenang dan berada
di tempat yang datar, kemudian meletakkan pemberat dan barangnya
secara perlahan dan“Setclalf itu mengangkat kedua tangan sampai
keduanya tidakNmenyentul' timbangan., Dan fidak boleh menentukan
timbangan apabila tangan masih menempel padanya.

d. Mengawasi para produsen dan mencegahnya dari penipuan dan
produksi barang haram

Ibn Qayyim pernah menyampaikan tentang tugas dari muhtasib

khususnya tentang produksi dan hal-hal yang berhubungan dengannya,

53 Ibid. hal. 645
56 Abdurrahman Bin Nasri Asy-Syaizuri, Nihayah al-Rutbah fi Talabi al-Hisbah, (Kairo :
Matba’ah Lijannati Ta’lifi, 1946), hal. 220
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bahwasanya tugas dari hisbah adalah mencegah berkhianat,
kecurangan timbangan dan penipuan dalam memproduksi dan aktifitas
jual beli, menguji kelayakan terhadap timbangan dan industri makanan
dan pakaian dan berbagai peralatan, dan mencegahnya dari produkdsi
hal-hal haram, seperti melarang peralatan judi dan baju sutera bagi
laki-laki. Dan melarang jual beli barang yang dapat memabukkan.®’

Dari penjelasan diatas dapat dikategorikan pengharaman kepada
tiga jenis minuman yang dapat merusak akal, makanan yang kotor dan
merusak tubuh, dan hdl-hal yang dapat menghancurkan dan merusak
agama dan dapat menuju kepada bencanaldan syirik.”® Penipuan adalah
hal yang diharamkan-disemua|lini kehidupan sama juga di aspek
perdagangan dan industri, ntaka\bagi*muhtasib untuk mengawasinya
dan mencegahnya darivhalhal yang-tidak diinginkan. Berikut adalah
contoh mekanisme pengawasannya:

Dalam pengawasan terhadap pembuat roti, toko harus memiliki
atap, dan ketika memfiproduksi harus membuka pintunya, di sebelah
tungku harus ada fentilasi tempat Keluar toasuknya udara supaya asap
pembakaran tidakk mengganggu dan membahayakan orang lain. Dan
jika tidak dalam keadaan produksi, maka tempat memasak harus
dibersihkan dengan kain yang bersih, dan begitu seterusnya. Dan tidak

lupa muhtasib menulis dalam daftar nama pembuat roti, karena apabila

57 tbn Qayyim al-lauziyah, al-Turiiq al-Hukmiyah...hal. 628
38 Ibn Qayyim al-Jauziyah, Radu al-Mi 'ad...hal. 661



sewaktu-waktu diperlukan maka muhtasib dapat memanggilnya. Dan
agar memudahkan dalam kontrol kebersihan dan industrinya.>’
e. Larangan mempermainkan vang dan memperjualbelikannya

Ibn Qayyim berkata dalam hal ini bahwa hisbah melarang manusia
untuk merusak uang dan mengubahnya, serta memperjualbelikannya.
Tetapi yang seharusnya dilakukan manusia adalah menjadikan uang itu
sebagai modal.*® Kemudian Ibn Qayyim menjelaskan dari salah satu
karakteristik Aisbah adalah menjaga nilai mata uang dari perdagangan,
permainan atau penggélapan uang, misalnya dengan cara menurunkan
nilai vang itu sendiri/atai_dengan menaikkan harga barang-barang.
Maka hal-hal yang seperti inilah yang 'dapat menyebabkan kekacauan
dalam perekonomian [urhat Islam.$!

Bentuk penjagaan‘vang itu-dengan/cara mubtasib melarang jual
beli emas, denganemas perak-dengan, perak,, dan jugagjual beli barang
sejenis. Dan tidak ada penjualan atau penukaran dinar Mesir dengan
dinar Suriah atau Surigh™ dengan Suriah karena ketidaktahuan
kadarnya.®

f. Melarang akad dan transaksi yang haram

Hisbah juga bertanggungjawab mengawasi berbagai akad dan

macam-macam transaksi yang mengandung unsur riba, sedangkan riba

sendiri terdapat dalam berbagai akad seperti pembayaran

% abdurrahman Bin Nashri Syaizuri, Nikdyatu ar-Ratbah. . hal. 233

® Ibnu Qayyim al-Jauziyah, al-Turug al-Hukmiyah.. hal. 629

¢! Hasan Muhammad Hasan al-Umri, al-Fikru al-fgtisadi...hal.22

62 Saham Mustafa Abu Zaid, al-Hisbah fi Misra al-Islamiyah min Fathi al-'Arab lla
Nihayah al-‘Ashri al-Mamiuki, (Kairo : al-Haiah al-Mishriyah, t.th), hal. 436
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angsuran,penjualan obligasi, tukar menukar logam dan utang. Ibn
Qayyim menjelaskan beberapa transaksi yang harus dijauhi yaitu akad
yang mengandung riba, akad main-main atau pura-pura, dan jual beli
yan tidak jelas, agar terhindar dari riba.
g. Mengawasi harga dan mencegah sebab-sebab naiknya terhadap hal-hal

yang tidak sesuai syariat

Salah satu tugas pokok lainnya dari hishah adalah menegakkan
keadilan dalam perekonomian dan mengawasi harga. 8 pada suatu
ketika Rasiilullah SAW diminta untuk menetapkan harga ketika
semua harga barang| inelambung tinggi,| tetapi rasul malah menolak
dengan alasan harga harus berjalan dan sesuai dengan apa adanya. Ibnu
Qayyim membagi pengtapan‘Harga menjadi dua, pertama dzalim yang

diharamkan, berdasarkan pada-hadits:
saa & I e/ BT Dol JE Tl dl T e sy
G B ol Y (B1 BiH ASUNAEN AU e Bl 3 Jus U

AN ERIOS Y 1M PO

“Dari Anas, Ia berkata : Harga kebutuhan pokok pernah naik
tinggi pada zaman Rasilullah SAW. Maka orang-orang menuniut :
“Wahai Rasilullah , turunkan harga untuk kami”. Rasul menjawab :
“Sesungguhnya Allah lah yang mengendalikan harga, ang menahan
rizki, yang maha pemberi rizki. Dan sungguh aku sangat ingin agar
ketika aku bertemu dengan Rabbku, tidak ada seorangpun di antara

% Yahya Ibnu Umar, Ahkam al-Sig, (Tunis : Syarikah al-Tunisiyah, 1975), hal.111-112
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kalian yang menuntutku karena telah terdzalimi darah dan

hartanya” %

Dan kedua adil yang wajib, seperti produsen yang enggan menjual
barangnya, padahal banyak orang yang sangat membutuhkannya tetapi
produsen itu hanya mau menjual apabila diberi untung yang lebih.
Untuk itu hishah harus memaksa penjual agar mau menjual barangnya
tersebut. Dalam hal ini mubtasib telah berlaku adil.®® Ibn Qayyim
menambahkan tugas kisbali adalali mengawasi harga agar terhindar
dari kenaikan dan kesérakahafh Tetapi-terkadang harga yang ada di
pasaran naik. Penycbabnyammméningkatnya permintaan Kkonsumen
sedangkan produksi| =sedang 'berkurang. Untuk itu hisbah dapat
memberi jalan tengali dan’ solusi bagi kenaikan harga tersebut agar
harga berjalan seperti biasanya tanpa ada yang mempengaruhinya.®®

h. Diperbolehkannya merampas kepemilikan untuk/Kepentingan bersama

Maksud dari kalimatgdiatas adalah terhadap apa yang dilakukan
orang yang menimbun barang. Padahal pada saat itu banyak yang
sedang membutuhkan barang tersebut. Makd sudah selayaknya bagi
pemerintah yang diwakili oleh muhtasib memaksa penimbun agar mau
menjual barang tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan

dengan harga yang layak.%’

& Abi Abdullah Muhammad Ismail al-Bukhari, a/-Jami’ al-Shahih, (Kairo : al-Matba’ah
al-Salafiyah, 1403), hal. 241

® Ibru Qayyim al-Jauziyyah, al-Turug al-[fukmiyah. hal. 638

% Juan E. Campo,et. Al. “al-kishal’”, in J. Gordon Melton (ed), Encylopedia of Islam,
{New York : An Imprint of Infobase Publishing, 2009), hal. 302-303

57 Ibnu Taimiyah, Tugas Negara., hal. 24
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Mekanismenya adalah ketika mubtasib melihat penimbun telah
mmemonopoli barangnya pada saat barang itu banyak dan harga
murah, dan menunggu saat barang yang ditimbun harganya
melambung sehingga dia dapat mengeruk keuntungan yang berlipat.
Maka mubtasib wajib memaksa penimbun tersebut karena yang
dilakukan penimbun tersebut adalah sesuatu yang haram. Dan
menjauhkan diri dari sesuatu yang haram adalah wajib.%

i. Ta’zir dengan hukuman denda

Ibnu Qayyim mémandang tugds |pengawasan dalam bidang
ekonomi harus ditangani élch pemerintah dalam hal ini diwakili oleh
hisbah sebagai perpanjangan |tangan''dari pemerintah. Dan apabila
didapati yang melanggar /aturan _maka hishah dapat menjatuhi
hukuman ra’zir berupa‘denda.-Hal \ini-dilakukan untuk memberikan

efek jera kepada,para pelanggar-peraturan yang telahditetapkan.

Berdasarkan uraian yang —dfjabarkan” pada sub bab - sub bab
sebelumnya, dapat dijelaskan/bahwa peran hishaliidaldm-scktor perekonomian
meliputi : peran umum dan peran khusus.

a. Peranan umum hishak dalam sektor ekonomi

Peranan umum yang dimaksudkan adalah peranan hisbaf dalam

menegakkan ma’rif dan mencegah mungkar yang bersifat umum yaitu

pelaksanaannya menyeluruh dan tidak terbatas pada tempat-tempat

8 Abdurrahman Bin Nashri Syaizuri, Nihayah al-Ratbah... hal, 217
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tertentu saja. Biasanya ia melibatkan perkara-perkara yang

bersangkutan dengan nilai-nilai keagamaan dan kepentingan umum.

Antara peranan umum hishah yang ada kaitannya dengan sektor

ckonomi adalah :

1. Menjaga dan mengawasi keshahihan akidah dan ibadat umat islam.

Akidah dan ibadah merupakan dua perkara pokok dalam

ajaran Islam. Umat Islam wajib dan mesti menetapkan dirinya
berada dalam akidah Islam yang betul dan seterusnya wajib pula
mengerjakan segald ibadah yang di fardhukan Allah SWT. Oleh
karena itu, dalamumemastikanAumat Islam senantiasa beriltizam
atas landasan Islam yang |benar dan mengikuti segala ajarannya
serta menjauhi segala larangnnya maka hisbah bertanggungjawab
untuk mengawasi, menasehati dan membetulkan keadaan sekiranya
terdapat,orang-orang-yang-ingkar-alam.kedua perkara ini. Contoh
yang biasa berlaku dalam perkara ini adalah shalat Jum’at, dimana
banyak orang yang tidak-melaksandkan shalat Jum’at terutama di
kawasan | rdmai seperti) pusat Pernidpaand pasar dan sebagainya.
Dalam hal ini mubtasib boleh memantau dan mengambil tindakan
atas mereka yang ingkar.%

2. Mengawasi akhlaq dan moral masyarakat

Antara tanggungjawab hishah adalah untuk memastikan

setiap anggota masyarakat dibawah jagaannya mematuhi dan

% Ibn al-Munassif, Tanbik al-Hukkam ‘Ala Maakhiz al-Ahkam, (Tunis : Darul Turki An-
Nashr, 1988), hal. 332
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mengamalkan akhlaq dan moral Islam di setiap perkara. Untuk
tujuan tersebut mufitasib boleh mengambil tindakan menaschati
atan mendenda individu yang didapati perlakuannya mencurigakan
seperti berdua-duaan lelaki dan perempuan, mengunjungi tempat-
tempat hiburan dan sebagainya. Begitu juga muhtasib berhak
melarang pembawa kayu bakar, batu bara, air dan sebagainya
memasuki pasar dalam keadaan atau masa tertentu karana
ditakutkan akan mengotori pakaian orang ramai yang lalu lalang
disitu.”
3. Menjaga fasilitas umum

Fasilitas-fasilitas nmum yang disediakan kerajaan adalah
untuk kepentingambersama.\Easilitdsjumum yang bersih dan indah
tentunya memberi-kepuasan-kepada/orang yang nenggunakannya.
Demiymemastikan,fasilitassumumsini tegaga, pihak kerajaan Islam
melalui hishah berkewajiban melindungi dan menjaga fasilitas
tersebut dari hal-hal 'vamgmerusak” atau menimbulkan kecacatan
pada fasilitas tersebut,

Sehubungan dengan itu, mubtasib boleh mencegah setiap
halangan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas di jalan
raya seperti melarang penjual meletakkan barangnya di jalan yang
sesak, penjual yang memanjangkan dinding tempat penjualannya

schingga melewati kawasan jalan umum, individu yang

"0 Ibid.,hal. 338
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memanjangkan halaman rumah atau menanam pohon di jalan yang
sempit sehingga mengganggu orang ramai yang menggunakan
jalan tersebut.”’
4. Menjaga kebersihan dan kesehatan penduduk

Kebersihan hal-hal yang berhubungan perniagaan menjadi
tugas hishah menjamin dan memastikan berada pada kondisi yang
memuaskan. Antaranya, muhtasib bertanggungjawab mengawasi
kebersihan makanan, bekas makanan, tempat makanan dan para
pekerjanya. Setiap’ makanan yang |dijual hendaklah dipastikan
bersih dari kotoran/)Mahtasib berhak untuk memerintahkan tukang-
tukang masak | “membersihkan ''bekas-bekas masakan dan
mencucinya dengan air/panas. Mereka juga hendaklah menutup
makanan dan ménjaganya/ supaya tidak terkena debu dan
dihinggapi lalat. Mubtasib=seterusnya. diberi Juasa memeriksa
makanan yang dijual di pasar-pasar dan hotel-hotel untuk
memastikan kebersihannya dan” mercka juga berhak menyuruh
penjual air ‘agar menutip aimyd dengan kain,agar tidak dimasuki
kotoran.”

Kemudian soal kesehatan penduduk juga diawasi oleh
muhtasib. Menjadi tanggungjjawab mulitasib mengawasi kelayakan
para dokter dan ahli farmmasi karena merekalah orang yang

bertanggungjawab menjaga kesehatan umum. Muhtasib juga diberi

! 1hn Ukhuwwa, Ma’alim al-.Qurba ., hal. 78
"2 Ibid.,hal.106
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kuasa untuk melakukan pemeriksaan terhadap obat-obatan yang
dipasarkan pada setiap minggu. Disamping itu, mereka juga
hendaklan memastikan bahwa ahli farmasi yang bertugas
mencampurkan obat-obatan itu benar-benar layak dan mahir dalam
tugasnya supaya tidak membahayakan pesakit atau menyebabkan
kematian.”

5. Mencegah penindasan dan penganiayaan terhadap golongan lemah

Hishah bertanggungjawab memberantas kedzaliman dan
kemungkaran. Olel itu hisbah perlu mengawasi majikan dan
golongan usahawan/supaya mereka memberi layanan yang seksama
kepada para peketja mereka. Tindakan pemerasan terhadap pekerja
dari segi bayaran upah, bebabkerja’dtau kekerasan perlu dihentikan
oleh mubtasib. Bukan /itu saja,/layanan yang baik terhadap hewan
pun turut diberi peshatian—dalam, tugasa hisbahwPara muhtasib
boleh memerintahkan pemilik hewan tunggangan memberi makan
yang cukup Kkepada—hewan “tunggangan tersebut dan tidak
membebankannya dengan muatatyatigyterldiu berat.”
b. Peranan khusus hishah dalam sektor ekonomi
Peranan khusus yang dimaksudkan ialah peranan hisbah yang
berkaitan secara langsung dengan kegiatan ekonomi negara. Antara

lain :

> Al-Maraghi, al-Hisbah fi al-Islam, (Mesir : Mathba’ah ‘Isa al-Bab al-Halabi, t.th), hal.
29

" Musta’in Ali, al-Sidg wa Tanzimatuh fi al-lgtisad al-Islami, ( Khortum : Darul
Sudaniyah lil Kutub, 1986), hal. 239
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1. Memastikan barang yang dipasarkan adalah halal dan sesuai syarak
Ekonomi Islam mempunyai identitinya yang tersendiri. la
bukanlah semata-mata diasaskan untuk mendapat keuntungan
tanpa mengmbil pertimbangan terhadap agama dan mudharat yag
mungkin timbul bagi masyarakat. Sehubungan dengan ini, Islam
menetapkan sctiap barang yang dipasarkan hendaklah dipastikan
halal dan bermanfaat bagi pengguna. Barang yang haram dan
mendatangkan mudharat hendaklah dicegah untuk dijual kepada
masyarakat.””

Penjual babi, farak atai fminuman yang memabukkan,
patung, salib dam scbagainya adalah diharamkan oleh Islam.
Penjualan barang-ini akan‘memudahkan manusia untuk berbuat
maksiat dan melanggar-perintah-Allah SWT.”® Sabda Rasiilullih

SAW :
plaaVly bly inlly a3 an g algeny 1 )

“Sesungguhnya-dllah,dan RasulNya mengharamkan penjualan
877

arak, bangkai-babi dan patung-berhala.
Mubtasib dalam scal ini berkuasa menta’sib dan
menta’zirkan orang-orang yang melakukan kemungkaran

tersebut. Ibn al-Ikhwah menyebutkan bahwa ta’zir boleh

dikenakan terhadap orang yang memamerkan arak dan alat-alat

5 Al-Husayni, Nizam al-Hisbah fi al-Isiam, (1964), hal.338

7 Al-Qardhawi, al-Haldl wa al-Haram fi al-Islam, (Kairo : Maktabah Wahbah, 1993),
hal. 242

7 Al-Buhkari, Sahih Bukhari, {Beirut : Darul Fikri, 1993), hal. 176
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hiburan yaitu dengan memusnahkan arak dan alat-alat hiburan

yang dirampas atau menukarkannya menjadi alat lain yang
bermanfaat,”®

2. Memberantas penipuan dan penyelewengan pada barang dan harga

Penipuan merupakan perkara yang sering terjadi dalam

kegiatan ekonomi dalam sebuah masyarakat. Oleh sebab itu Islam

memandang tinggi pemniagaan yang jujur dan benar, serta

mewajibkan azab__terhadap segala jenis penipuan. Sabda

Rasiilullah SAW :

gl Pomtidedl) g inad) an pe W Bgleall ol

“Penjual yang \benar_dan‘amanah bersama-sama para nabi,

siddigin dan syuhada (pada hari Kiamat).”

Antara ‘béntuK™penipuaiyyang biasa dilakukan dalam
perniagaan adalah, gktivitaS\jual beli al-najash yaitu penjual
membuat_kesepakatan_dengan.individu tertentu yang sebenarnya
tidak mau membeli barang tetappi ia diminta untuk membuat
tawar-menawar barang dengan harga tinggi, dengan harapan
supaya pembeli-pembeli lain mau membeli barang tersebut
dengan harga yang lebih tinggi. % Termasuk dalam bentuk

perbuatan najash adalah perbuatan penjual itu sendiri yang

hal, 32

78 [hn Ukhuwwa, Ma’d@lim al-Qurba.., hal. 32-35
™ Al-Tirmizi, Sunan al-Tirmizi,...hal. 341
® Inayah, Zawabit Tarcim al-Igtisdd fi al-Sig al-Islami, (Beirut : Darul Nafais, 1992),
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menipu dengan memberitahu harga belian yang lebih tinggi
daripada harga sebenarnya supaya mendapat keuntungan yang
tinggi pula.81

Bentuk penipuan lain adalah tindakan penjual yang
menyebutkan kebaikan barang dan menyembunyikan kekurangan
barang, sechingga menyebabkan pembeli tertipu dan membayar
harga yang tidak sepadan dengan nilai barang. Selain itu penjual
juga mendakwa barang yang dijualnya mempunyai kelebihan dan
keistimewaan dibandingkan dengan produk lain, sedangkan
sebenarnya kelebihan/tersebut tidak nyata. Seperti dalam jual beli
al-musarrah yaitioperbuatan merngikat kantung susu hewan dan
membiarkannya | ‘Beberapa\‘hari Supaya susu terkumpul dan
nampak banyak, dengan/begiti\pembeli akan menyangka hewan
tersebut subur dan mengeluarkan,banyak susu, sehingga berminat
untuk membelinya dengan harga yang tinggi. >

Antara 'strategi=pembohongan’ lain adalah pengiklanan
tentang | shatu produk | yang—tidaks bepar), scbagaimana yang
digambarkan, bahkan terdapat juga beberapa penjual yang
bersumpah dengan asma Allah hanya semata-mata untuk

meyakinkan pembeli terhadap barang dan kemudian mendapat

8 Marathan, Madkhal i al-Fikr al-lgtisad fi al-Islam, (Beirut : Muasasah Risalah,
10986), hal. 127

% Basyuni, al-Huriyyah al-lgtisidiyah fi al-Islam wa Atsaruha fi al-Tanmiyah, ( al-
Mansurah : Darul Wafa, 1928), hal. 626-627
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keuntungan yang tinggi dari barang tersebut sekalipun ia sadar
sumpahnya palsu.®

Penipuan pada timbangan juga merupakan antara bentuk
penipuan yang kerap berlaku. Oleh karena itu, ayat-ayat alqur’an
banyak menyentuh soal mencukupkan timbangan serta mencela

orang yang mengurangkannya. Firman Allah SWT :

@
’
&
&
-,
3
.
A
| P AR
[+

“Célakalah bagi orang-orang Yang curang (dalam menakar dan
menimbang), yditu,orang-ofang yang apabila menerima takaran
dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka
menakar “atau_) mewimbang  (unfitk| orang lain), mereka
mengurangi, Tidakkah orang-orang itu mengira, bahwa
sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang
besar, (yaitu) pada hari (ketika) semua orang bangkit menghadap
Tuhan seluruh alam”(QS. Al-Mutaffifin : 1-6)

Muhtasib dalam menangai dan memberantas penipuan dan

penyelewengan para penjual pada barang dan harga ini hendaklah

 Ibid_hal. 629
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mencegah perbuatan tersebut. Para mubtasib juga diberimkuasa
untuk memeriksa dan menguji alat timbangan dan ukuran yang
digunakan bahkan mereka juga berhak untuk memeriksa dan
mengawasi kedai-kedai yang menjual alat tersebut dan
memastikan  pembuatannya mematuhi peraturan  yang
ditetapkan.®* Mereka juga berhak menghukum para penjual yang
melakukan penipuan sesuai dengan tingkat penipuan yang
dilakukan. Apabila_penipuan yang dilakukan pada barang itu
sukar dilihat dan|tidak diketahui para pembeli maka ia diapggap
melakukan penipuan yang’ berat yang hukumannya juga lebih
berat, tetapi sekiranya penipuan itil mudah dilihat dan mungkin
diketahui oleh pembelinaka hukumannya lebih ringan. Begitu
juga halnya dengan’/'penipuan ~yang berhubungan dengan

mempermainkan harga barang %>

3. Mencegah urusan nidgayang mengandung unsur riba

Hukm riba amat jelas kédudukannya.dalam Islam. Firman

Allah SWT :

T T g

St oge L 273008 .
. U"{“f)"ﬁefh‘mid"b"

“ .. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

hal. 127

® Ma’tug, Nid-am al-hisbah fi al-fraq hatta “Asr al-Makmun, ( Jeddah : Tihama, 1982),

85 Abdul Hasib Ridwan, Dirasat fi al-ffisbah min al-Nahiyatain : al-Tarikhiyyah wa al-

Fighiyyak, (Kairo : Matba’ah al-Islamiyah al-Haditsah, 1990), hal. 97-98
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Hadits yang diriwayatkan oleh jabir r.a. :
apdaliy a3lSy alSGay LM ST oluy ade A Lo & Jpur) ool

9!}-" r—h JGJ

“ Rasalullah SAW melaknat pemakan riba, pemberi riba, penulis
urusan riba dan kedua saksi urusan riba, dan Rasiilullah SAW
kemudian berkata : Mereka semuanya sama (dalam melakukan
dosa ).

Dalam bidang perniagaan Islam menetapkan setiap urusan
niaga harus bebas.dari unsur riball Muhtasib selaku pihak yang
bertanggungjawab- terhadap\, perniagaan di pasar hendaklah
memantau dan mencegah “setiap’ urusan niaga yang melibatkan
riba. Mereka diberimkuasa. untuk menghukum para pelakunya
apabila didapati bersalah karena ia merupakan perkara mungkar
yang wajib dicegah.87

4, Memerangi perbuatan ihtikar

Intikar berarti aniaya, zalim dan menimbun barang. Dari
segi istilah pula, berbagai definisi telah dikemukakan oleh para
fugaha.

Beberapa fugaha mengkhususkan ihtikah hanya pada

makanan saja seperti Safi’iyyah mendefinisikanihtikarsebagai

8 Muslim, Sahih Muslim, (Beirut : Darul Kutub al-*Ilmiyah, 1990}, hal. 26
¥ Ibn Qayyim, al-Turuq al-Hukmiyah.. hal. 242
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pembelian makanan semasa harga naik dan menyimpannya untuk
dijual dengan harga yang lebih tinggi. Hanabilah pula
mengatakanihtikirialah pembelian makanan dan menyimpannya
untuk menunggu harga naik.*® Beberapa fuqaha lainnya tidak
mengkhususkanihtikarhanya berlaku pada makanan seperti
Hanafiyyah mendefinisikannya sebagai pembelian makanan
selain tujuan menahan sehingga harga barang melambung tinggi.
Malikiyyah pula mengatakan ihtikan ialah mengikuti pasaran
dengan tujuan mendikkan harga. -

Jelasnya [perbuatamibtikéryang diharamkan merupakan
suatu kedzaliman-terhadap |kemarusiaan yang perlu di perangi
dan dicegah. hishah memainkan peranan dalam mengawasi dari
merebaknya kegiatanihtikarini’/dalam suatu negara. Muhtasib juga
boleh ymemaksa ;muhtakir- menjual _barangnya..dengan harga
pasaran kepada masyarakat yang memerlukan. Begitu pula ketika
terjadi peperanghr, mehutdsib ‘berhak' memaksa penjual senjata
menjualnyadengan harga pasaran.’

5. Mengawal penetapan harga (tas 'ir)

Hisbah selaku pihak yang bertanggungjawab dalam

mengawasi aktiviti di pasar hendaklah meneliti suatu waktu

ketika perlu dan akan dilakukan dilakukan tas’ir. Apabila terdapat

8 Al Mawsuah al-Fighivah, (Kuwait : Wizarah al-Awgaf wa al-Shuun al-
I1slamiyah,1993), hal, 90

* Ibid.,

* 1bn Qayyim, al-Turig al-Hukmiyah..hal, 243
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krisis yang jelas memeriukan penyelesaian melalui tas’ir maka
muftasib boleh memerintahkan tas’ir ini dijalankan dengan
memperhatikan beberapa perkara berikut 2!

a) Penetapan harga tersebut hendaklah diputuskan dalam satu
jawatan kuasa yang dianggotai oleh penjual, dan satu
pihak diwakili oleh pembeli. Perkara ini penting untung
kemaslahatan bersama.

b) Hendaklah dipastikan juga penetapan harga tersebut masih
lagi menguntungkan penjual. Dengan begitu dapat
menjamin pengeluaran produk yang berkelanjutan.

c) Hendaklah>dipastikan juga |penetapan harga itu tidak
membebanKan pembeli.

Selain itu muhrasibjugd hendaklah senatiasa meninjau dan
mengawasi Jpasaran puntuk—memastikan- harga gyang ditetapkan
dipatuhi oleh para_penjual. Apabila ada penjual yang menyalahi
peraturan tersebut makan muhtasib boleh mengenakan hukuman

yang setimpal.92

Melihat peran dan fungsi yang vital yang terdapat pada hisbah, di Indonesia,
untuk menjamin dipraktekkannya sistem syari’ah secara konsisten di lembaga
perbankan syari’ah, maka di bentuklah DSN dan DPS sebagai upaya untuk

menciptakan suatu pengawasan terhadap praktek dan kegiatan ekonomi.

9 Musta’in Ali, al-Sug wa tanzimatuhu...hal. 256-257
%2 Marathan, Madkhal Ii al-Fikri...hal. 137



B. DSN PADA PERBANKAN SYARI’AH DI INDONESIA
1. Definisi dan Sejarah Pembentukan DSN

Dewan Syariah Nasional (DSN) dibentuk tahun 1999 oleh Majelis Ulama
Indonesia (MUI) Pusat. Tujuan pembentukan dewan itu untuk menangani
masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas Lembaga Keuangan Syariah
(LKS) yakni lembaga keuangan yang mengeluarkan produk layanan keuangan
syariah, seperti bank syariah, asuransi syariah atau takaful reksadana syariah dan
gadai syariah, yang sebelumnya ditangani langsung;oleh Majelis Ulama Indonesia
MUD).?

Dewan Syariah Nasional “Majelis | Ulama' 'Indonesia (DSN-MUI}, yaitu
Dewan yang dibentuk oleh Majelis’Ulama fndonesial yang bertugas dan memiliki
kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk, jasa, dan kegiatan bank
yang melakukan kegiatan gusaha berdasarkan prinsip-syariah. SN merupakan
bagian dari MUIL. DSN membantu pihak terkait, seperti Departemen Keuangan,
Bank Indonesia dan lain-lain d4lafff meéfyuSun peraturan/ketentuan untuk lembaga
keuangan syariah. AnggotaNDSN terdiri atas para uldma, praktisi dan para pakar
dalam bidang yang terkait dengan muamalah syariah.”*

Didefinisikan juga DSN sebagai sebuah lembaga di bawah MUI yang
beranggotakan para ahli hukum Islam (fugaha) serta para ahli dan praktisi

ekonomi, terutama sektor keuangan baik bank maupun non bank, yang yang

% Asjmuni Abdurrachman "Prosedur Penetapan Keputusan Fatwa Dewan Syariah
Nasional"Al-Mawarid, Edisi XVIII, 2008, hal. 174

% Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah, (Jakarta : Gramedia Pustaka
Utama, 2010), hal. 241
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berfungsi untuk melaksanakan tugas-tugas MUI dalam mendorong dan
memajukan ekonomi umat.*®
DSN merupakan bagian dari MUI yang bertugas mengembangkan
penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan
sektor keuangan pada khususnya. Termasuk usaha bank, asuransi dan reksadana.
DSN merupakan satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan untuk
mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah
serta mengawasi penerapan fatwa_ dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan
syariah di Indonesia.*®
Terbentuk Dewan Syariah Nasional/meriipakan respon terhadap tinginya gairah
mayarakat terhadap Perbankan Islam, sehingga meérupakan suatu keharusan akan
adanya pengawasan terhadap lémbaga /keuangan~guna terciptanya kepercayaan
serta terpenuhinya prosedur yang jelas dalam -pelaksanaannya, adapun latar
belakang pembentukan,DSN adalah i
a. Untuk mewujudkan aspirasi umat Islam dalam mendorong penerapan
ajaran Islam dalam bidangperekonomian keuangan
b. Terciptanya koerdinasi(dan langkal" yang efiSién para ulama dalam
menanggapi isu-isu yang terkait dengan masalah ekonomi/keuangan
c. Menanggapi munculnya kasus-kasus di bank syariah sehingga
diperoleh kesamaan pandangan dalam menangani masalah-masalah

tersebut dengan DPS di masing-masing bank syariah.

% Asjmuni Abdurrachman, “Prosedur Penetapan..., hal. 175-176

%6 Muhammad Firdaus, dkk. Briefcase Book ...hal. 21
97 .
1bid,,
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Proses penetapan fatwa oleh DSN dapat digambarkan sebagai berikut; *®

1)

2)

3

4)

3)

Badan Pelaksana Harian DSN-MUI menerima usulan atau pertanyaan
hukum mengenai suatu produk lembaga keuangan syariah. Usulan
atau pertanyaan hukum ini bisa dilakukan oleh raktisi lembaga
perekonomian melalui Dewan Pengawas Syariah atau langsung
ditujukan pada sekretariat Badan Pelaksana Harian DSN-MUIL
Sekretariat yang dipimpin_oleh sekretariat paling lambat satu hari
kerja setelah menerima usulan/perfanyaan harus menyampaikan
permasalahan kepada ketua.

Ketua Badan Pelaksana Harian DSNMUI bersama anggota BPH
DSN-MUI dan staff-ahli_selambat-lambatnya 20 hari kerja harus
membuat memoranduin khusus/yang-berisi telaah dan pembahasan
terhadap suatujpertanyaan-atau-usulan hukum tersebut-

Ketua Badan Pelaksana Harian DSN-MUI selanjutnya membawa
hasil pembahasan "k&=dalanr Rapat ‘Pléno Dewan Syariah Nasional
Majelis Ulama‘Indonesia untuk'mefidapat-pengesahan hasilnya.
Memorandum yang sudah mendapat pengesahan dari rapat pleno
DSN-MUI ditetapkan enjadi fatwa DSN-MUL Fatwa tersebut
ditandatangani oleh ketua DSN-MUI (ex officio Ketua Umum MUI)

dan Sekretaris DSN —MUI (ex officio Sekretaris Umum MUI).

8 Asjmuni Abdurrachman “Prosedur Penctapan ...hal.180
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6) Dalam rangka agar fatwa menjadi hukum positif sehingga dapat
dijadikan rujukan oleh peradilan dan instansi yang berkompeten,
materi fatwa diberi bingkai oleh Bank Indonesia (BI} dengan bentuk

peraturan-peraturan atau surat edaran.

2. Fungsi dan Wewenang DSN

Adapun fungsi dan wewenang Dewan Syariah Nasional adalah sebagai berikut 7
a. Fungsi
1) Mengawasi semua praduk-préduk sefmua institusi ekonomi dan

2)

3)

keuangan syariah di Indonesia. Tugas dewan ini lebih luas daripada DPS
yang ada di setiap bank syariah|atau “institusi keuangan syariah di
Indonesia. DSN tidak hanya mengawasi perbankan syariah tetapi juga
institusi-institusi syariah lainnya seperti asuransi syariah, reksadana
syariah, modal ventura dan lain-lain scbagainya

Untuk kesatuan dalamCpelaksanadh, sistem| syariah di setiap institusi
keuangan syariah di_Indonesia, DSN._membuat garis panduan yang
dipatuhi oleh semua DPS yang ada pada setiap institusi keuangan
syariah untuk mengawasi jalannya sistem syariah di setiap institusi
keuangan syariah tersebut.

DSN juga bertugas meneliti ulang dan memberikan fatwa atas segala

bentuk produk yang diusulkan dan dikembangkan oleh institusi

% Muhammad Syakir Sula, “dsuransi Syariah”, hal. 543-544. Dan Heri Sunanadar,
“Peran dan Fungsi.,” hal. 163-164. Lihat juga, Khotibul Umam, “Legislasi Fikih Ekonomi
Perbankan : Sinkronisasi Peran Dewan Syariah Nasional dan Komite Perbankan syariah”, Mimbar
Hukum, vol_ 24 No. 2 Juni 2012, hal. 361.
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4) Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan

perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya

b. Wewenang

1) Mengeluarkan fatwa yag mengikat DPS di masing-masing lembaga
keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait

2) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan
yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen
Keuangan dan Bank Indonesia

3) Memberikan rekomendasi ddn/atau_mencabut rekomendasi nama-nama
yang akan duduk sebagai-PPS pada suatu lembaga keuangan syariah

4) Mengundang para ahli untuk meujelaskan suatu masalah yang diperiukan
dalam pembahasan ekonomi’syariah; terntasuk otoritas moneter/lembaga
keuangan dalam maupunuarnegeri

5) Memberikan peringatan,kepada lembaga keuangan syariah untuk
menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh
DSN

6) Mengususlkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil

tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

Fungsi yang diemban DSN untuk melahirkan fatwa dibidang keuangan

merupakan bagian dari gelombang kebangkitan fjtihad yang sangat luar bisa
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terutama dalam bidang ekonomi, finansial dan perbankan kontemporer. Tidak

saja di negara-negara Arab dan Islam, tetapi juga di seluruh penjuru dunia.'®

3. Syarat-Syarat DSN
Anggota DSN terdiri dari para ulama, praktisi dan pakar dalam bidang-
bidang yang terkait dengan syariah dan mu’amalah. Anggota DSN ditunjuk dan

diangkat oleh MUI dengan masa bakti selama 5 (lima) tahun.'®!

4. Tugas DSN
Tugas utama DSN-MUI jadalah menggaly dan merumuskan nilai-nilai
syariah dalam bentuk fatwa untuk-dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di
lembaga keuangan syariah. DSN-MUL/\jJuga mempunyai tugas mengawasi
pelaksanaan dan implementasi “fatwa‘fatwa// tersebut di Lembaga Keuangan
Syariah (LKS) Melalui Dewan SPengawasan Syariah, (DPS) yang merupakan
kepanjangan tangan DSN-MUI di lembaga keuangan syariah.'” Selain itu, DSN
juga mempunyai tugas sbagai berileut 103
1) Menumbuhkembarigakan /penerapan nilai-nilai. syatiah dalam kegiatan
perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya,

termasuk usaha bank, asuransi dan reksadana

2) Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan

10 Muhammad Firdaus, dkk. Briefcase Book..., hal.25
19 Muhammad Syakir Sula, 4suransi Syariah hal. 543

102 Asjmuni Abdurrachman, “Prosedur Penctapan...”., hal. 176
103 Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar ., hal. 241
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3) Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah

4) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan

Mekanisme kerja DSN adalah sebagai berikut:

1)

2)

3

4)

3)

6)

7

8)

Departemen/ Bagian terkait mengajukan usulan produk / jasa / pertanyaan
kepada direksi

Direksi berdiskusi untuk mengajukan rancangan produk / jasa / pertanyaan
kepada DPS

DPS mengajuan pembahasdh kepada Badan Pelaksana harian DSN
Pengajuan pembahasan kepada Pleno DSN

Dari Pleno DSN memberikan_jawaban kepada Badan Pelaksana Harian
DSN atas pengajuan produk/jasa/pertayaan

Badan Pelaksana harian /DSN=memberikanjawaban kepada DPS dan
direksi terkait

DPS memberikan jawabanKepadd direksi

Direksi memberikar instriiksi_kepata depastémen/erkait tentang jawaban

produk / jasa / pertanyaan tersebut



Mekanisme kerja DSN dapat digambarkan sebagai berikut.'™
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Susunan pengurus DSN-MUI"téttuang' dalam’ Surat Keputusan Dewan

Pimpinan Majelis Ulama [Indonesia Nomor: Kep487/MUI/[X/2010 tentang

Penetapan Pengurus Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Periode

2010-2015, tertanggal 24 September 2010. Dalam lampirannya pengurus DSN-

MUI terdiri atas: 1) Pengurus Pleno DSN-MUI; dan 2) Badan Pelaksana

”arian (BPH) DSN-MUI.

Ingani. 36080

'9‘ W .orl ‘QI-MJH‘I Antnnin Bank Svwariab » Nanl Tanrl kn Brakiek. (Jakara 1 Gema
L. ha Jg’



Adapun formatur DSN adalah sebagai berikut :'%

Pengurus Pleno DSN-MUI

Ketua : KH M.A. Sahal Mahfudh
Ketua Pelaksana : KH Ma’ruf Amin
Wakil Ketua : HM Din Syamsuddin

Prof. Dr. Umar Shihab
Prof. Dr. KH. Muhammad Amin Suma, SH. MA
H. Didin Hafiduddin
Sekretaris : HM'Ichwap Sam
Wakil Sekretaris : H| Zainut Tavhid Sa’adi
H.|Hasanudin
Anggota : (sebanyak-36-orang).

Sedangkan Badan Pelaksana Harian'Dewan'Syariah Nasional terdiri dari :
Ketua AKH. Ma’ruf Amin

Wakil Ketua 1 D H.M. Anwar lbrahim

Prof. Dr. H. Fathitttraliman Djamil, MA

Ir. H. Adiwarman A. Karim, MBA, MAEP

Sekretaris : Drs. H.M. Ichwan Sam

Wakil Sekretaris : Drs. Zainuttauhid Sa'adi, M.Si

1% hitps/Awww.mui.or.id



Dr. Hasanudin, M.Ag

H Kanny Hidaya, SE, MA

Bendahara : Dr. Ir. HM. Nadratuzaman Hosen, M.Ec

Bidang Kelompok Kerja :

a. Kelompok Kerja Perbankan
Cecep Maskanul Hakim..M.-Enc
Ikhwan A, Basri
Dr. Setiawan Budi Utomo. MM
Dr, Oni Sahroni. MA
M. Nahar Nahraowi

b. Kelompok Kerja Asuransi’dan Bisnis
Andy MhAStiwara
Drs. H. Aminudin_ Yakub, MA
Agus Haryadi
Amin Musa
Mohamad Hidayat

c. Kelompok Kerja Pasar Modal dan Program
M. Gunawan Yasni, SE. MM
Muhammad Touriq, SE. MBA
Iggi H. Achsien, SE

Prof. Dr. Jaih Mubarok
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Dr. Yulizar D. Sanrego, M.Ec

C. DPS PADA PERBANKAN SYARI’AH DI INDONESIA
1. Definisi DPS

DPS merupakan dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip
syariah dalam kegiatan usaha bank.'% Pengertian lain menyebutkan, DPS adalah
suatu badan yang diberi kewenangan untuk melakukan supervisi/pengawasan dan
melihat secara dekat aktivitas lefibaga-ketangan syariah agar lembaga tersebut
senantiasa mengikuti aturan dan prinsip-prinsip syariah.'"”

Merujuk kepada surat keputusan, Dewan Sydriah Nasional No, 3 Tahun
2000, bahwa DPS adalah bagian dari| Lembaga Keuangan Syariah yang
bersangkutan, yang penempatansiya atds persefujuin DSN. DPS adalah suvatu
badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga
keuangan syariah. \DPS| diangkat/dan_dibethentikdn [di lembaga keliangan syariah
melalui RUPS setelah mendapat rekomendast dari DSN.'®

Ahmad Ifham j Sholihin, meadefinisikan ;PPS sebagai dewan yang
keanggotaannya direkomendasikan oleh DSN dan ditempatkan pada bank yang

melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dengan tugas dan

kewenangan yang diatur oleh DSN. DPS melakukan pengawasan terhadap

106 porasuran Bank Indonesia No. 06/24/PBI/2004 Tentang Bank Umum yang
Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

197 The shari'a supervisory board is emtrusted with duty of directing, reviewing and
supervising the activities of the Islamic financial institution in order to ensure that they are in
compliance with Islamic shari'a rules and principles. Lihat Accounting and Auditing Organization
For Islamic Financial Institution, 1998, hal. 32

108 \fuhammad Firdaus, dkk. Briefcase Book ...hal. 17
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penerapan prinsip syariah dalam lembaga keuangan syariah. 199 Sedangkan
Karnaen A. Perwataatmaja mendefinisikan DPS sebagai suatu dewan yang di
bentuk untuk mengawasi jalannya bank Islam sehingga senantiasa sesuai dengan
prinsip muamalah dalam Islam. '1°

Dari beberapa definisi diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa DPS

adalah suatu dewan yang di tunjuk dan di pilih oleh DSN untuk mengawasi

praktek kegiatan perbankan syariah agar selalu sesuai dengan prinsip syariah.

2. Fungsi DPS
Fungsi DPS pada masing-masing lembaga kenangan syariah adalah sebagai
berikut :'!
1) Melakukan pengawasan secara\periodik pada lLembaga Keuangan
Syariah (LKS) yang berada dibawah/pengawasannya
2) Berkewajiban, mengajukan—ususl-usul pengembangan, LKS kepada
pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN
3) Melaporkan perkembangan=produk’ dan' operasional LKS yang

diawasinya sektirang-Kurangnyay 2 “(dua)“kalifdalam 1 (satu) tahun

anggaran
4) Merumuskan permasalahan - permasalahan yang memerlukan
perphahasan dan solusi dari DSN

1% Ahmad [fham Sholihin, Buku Pintar ., hal. 240

10 g amaen A. Perwataatmaja dan Muhammad Syafi’i Antonio, Apa dan Bagaimana
Bank Islam, Cet. | (Yogyakarta ; Dana Bhakti Wakaf, 1992) hal. 2

" Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Tentang Susuna Pengurus
DSN-MUI Nomor. Kep-98/MUL/111/2001. Lihat juga, Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar., hal.
240,
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3. Syarat-Syarat DPS
Persyaratan utama bagi anggota Dewan Pengawas Syariah adalah mereka
harus memiliki kemampuan di bidang Hukum Muamalah, Hukum Ekonomi dan
Perbankan. Selain itu, anggota DPS juga wajib memenuhi persyaratan berikut;''?
1) Integritas
2) Kompetensi, dan
3) Reputasi keuangan
Anggota DPS yang memenuhi persyaratan integritas tersebut, antara lain
adalah pihak-pihak yang;
1) Memiliki akhlak dan moral/baik
2) Memiliki komitmen uptuk mematuhi |peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
3) Memiliki komitmen ydng tinggi’ dalam/ mengembangkan perbankan
syariahy yang.sehat:
4) Tidak termasuk daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang

ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Anggota DPS yang memenuhi persyaratan kompetensi merupakan pihak-
pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah
muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan serta pengetahuan di bidang

keuangan secara umum.

M2 1hid.
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Sedangkan anggota DPS yang memenuhi persyaratan reputasi keuangan
adalah pihak-pihak yang;
1) Tidak termasuk dalam kredit/pembiayaan macet.
2) Tidak pernah dinyatakan failed atau menjadi direksi atau komisaris
yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan

failed dalam waktu 5 tahun sebelum dicalonkan.

4. Tugas DPS
Di indonesia, DPS menipunyai_tugas “yang sangat penting dalam

perbankan atau institusi keuangan syariah, yaituk'"?

1) Membuat persetujuan garis panduan operasional produk perbankan syariah
tersebut sesuai dengan ketentuan.yangtelah disusun oleh DSN

2) Membuat pernyataan secara/berkala’pada’setiap tahun tentang bank
syariah yang betada dalamypengawasannya bahwa bank gang diawasinya
telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam laporan tahunan
(annual report) institusi Syarial; maka ‘laporan dari DPS mesti dibuat
secara jelas

3) DPS wajib membuat laporan tentang perkembangan dan aplikasi sistem
keuangan syariah (Islam) di institusi kevangan syariah khususnya bank
syariah yang berada dalam pengawasannya, sekurang-kurangnya enam

bulan sekali.'"* Laporan tersebut diberikan kepada Bank Indonesia yang

3 Heri Sunandar, “Peran dan Fungsi.,”, hal, 161-162
14 gurat Edaran Bank Indonesia kepada Bank-Bank Syariah di Indonesia pada bulan
Februari 2005
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berada di Ibu kota provinsi dan atau Bank Indonesia di Tbukota negara
Indonesia di Jakarta.

4) DPS juga berkewajiban meneliti dan membuat rekomendasi jika ada
inovasi produk-produk baru dari bank yang diawasinya. Dewan inilah
vang melakukan pengkajian awal sebelum produk yang baru dari bank
syariah tersebut diusulkan, diteliti kembali dan difatwakan oleh DSN

5) Membantu sosialisasi perbankan/institusi keuangan syariah kepada
masyarakat

6) Memberikan masukan (inpit) bagi pengembangan dan kemajuan institusi

keuanagn syariah

Ketua DPS adalah ketua dewan péngawas syariah di sebuah bank syariah.
Penunjukan ketua DPS dapat dilaknkan oleh/ BUK(Bank Umum Konvensional)
yang memiliki UUS (Unit Usaha Syariah), direktur UUS atau kesepakatan
diantara anggota DPS. Anggota/DPS _adalah, anggaota Dewan, Peripawas Syariah
disebuah bank syariah. Persetujuan-atas perniohonan ¢alon anggota DPS diberikan

berdasarkan pada antara laing

1) Penilaian terhadap komitmen calon anggota DPS dalam pengawasan
kegiatan usaha UUS dan ketersediaan waktu
2) Wawancara terhadap calon anggota DPS
Pengangkatan DPS dapat dilakukan komisaris BUK sepanjang telah
diberikan kewenangan oleh rapat umum pemegang saham. Persetujuan bank

Indonesia terhadap anggota DPS berlaku setelah mendapat persetujuan rapat
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umum pemegang saham atau Komisaris BUK sepanjang telah diberikan
kewenangan oleh rapat umu penegang saham.'”
Mekanisme kerja DPS adalah sebagai berikut :

1) Departemen terkait mengajukan ususlan kepada direksi tentang rancangan
produk / jasa / pertanyaan

2) Diskusi direksi dan pengajuan rancangan produk / jasa / pertanyaan kepada
DPS

3) DPS memberikan jawaban kepada direksi atas produk / jasa / pertanyaan

4) Direksi memberikan instruksi kepada departemen terkait atas produk / jasa /
pertanyaan.

Mekanisme kerja DPS dapat digambarkan sebagai berikut e

Rapat BPSjdengan pe= p
Direksi dan / (u f i‘m :
Bag,/ Dept| Terkait . : 1
by :
) RS Pengajuan
Jawaban, ) " Rancangan Produk

© - | lJasa / Pertanyaan

Implementasi dan
Sosialisasi

I'/‘w-—t;—-‘-— 1
instruks: i

<

T

[ Usulan :;»
®

Bag / Dept Terkait

Gambar 2.2 Mekanisme Kerja DPS

115 Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar..., hal. 241
116 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah...hal. 31
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5. Struktur dan Keanggotaan DPS
Struktur DPS adalah sebagai berikut ="’

a. Kedudukan DPS dalam struktur perusahaan berada setingkat dengan fungsi
komisaris sebagai pengawas direksi.

b. Jika fungsi komisaris adalah pengawas dalam kaitannya dengan Kkinerja
manajemen, maka DPS melakukan pengawasan kepada manajemen dalam
kaitan implementasi sistem dan produk-produk agar tetap sesuai dengan
syariah Islam.

c. Bertangggungjawab atas pethbinaan akhlaq seluruh karyawan berdasarkan
sistem pembinaan keislaman)yang telah diprogramkan tiap tahunnya.

d. Ikut mengawasi pelanggaran mlai-nilai Islam di lingkungan perusahaan
tersebut.

¢. Bertanggungjawab atas selcksi syariah//karyawan baru yang dilaksanakan
oleh Biro Syariah
Keanggotaan DPS adalah sebagai berikut :

a. Setiap lembaga keuangafi=syariah /harus’ mémiliki setidaknya tiga orang
anggota DPS

b. Salah satu dari jumlah tersebut ditetapkan sebagai ketua

c. Masa tugas keanggotaan DPS adalah 4 (empat) tahun dan akan mengalami
pergantian antar waktu apabila meninggal dunia, minta berhenti, diusulkan
oleh lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, atau telah merusak citra

DSN.

Y7 Muhammad Firdaus, dkk. Briefease Book ...hal. 17-18
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METODE PENELITIAN

Untuk mempermudah dalam penyusunan tulisan ini, penyusun

menggunakan beberapa metode penelitian yaitu sebagai berikut:

FA Jenis Penelitian
Dalam pembahasan tesis ini, jenis penelitian yang penulis gunakan adalah
library research atau penelitian/pustaka, Penulis, menggunakan buku, jumal,

berita harian, media internet, dil yahg berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang artinya menggambarkan
suatu subyek penelitian. Dalam hal ini adalah hisbah pada masa Islam klasik dan

DSN-DPS.

3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digufiakan dalam penelitian” ini “adalah pendekatan
historis-sosiologis. Pendekatan historis dapat didefinisikan sebagai upaya
pembuatan periodesasi atau tahapan yang ditempuh untuk suatu penelitian,
sehingga penelitian — dengan kemampuan yang ada - dapat mencapai

kebenaran sejarah.“8 Dengan kata lain, metode penelitian historis adalah

V¥ fasan Usman, Metode Penelitian Historis, terj. H. Makmun Murai, dkk. (Jakarta : Ditjen
Pembinaan Kelembagaan Agama Istam Departemen, 1986), hal. 16 lihat juga: Muhammad Nazir,
Metode Penelitian, Cet. 111 (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988), p. 55 — 58. Abuddin Nata,

77
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proses menguji dan menganalisis kesaksian sejarah guna menemukan data
yang otentik dan dapat dipercaya .""” Dengan demikian, pendekatan historis
dalam penelitian ini ditujukan sebagai analisis atas kesaksian sejarah dalam
perkembangan hishbah dalam ruang lingkup ekonomi muslim klasik.
Sedangkan pendekatan sosiologis artinya pendekatan yang sesuai dengan
kenyataan yang ada dan memaparkan apa adanya tanpa diikuti persepsi

peneliti.'”®

4. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai sebuah penelitian)pusiaka yang bersumber pada bahan bacaan,
maka teknik pengumpulan data pada) penelitian |ini dilakukan dengan cara
penelaahan naskah, terutama beberapa studi‘kepustakaan. Teknik ini di sesuaikan
dengan metode penelitian yang digunakan..Selanjutnya, data-data tersebut dapat
diidentifikasikan untuk membentuk.suatu=rumusan.data yang=relevan dengan

penelitian yang di terapkan.'?’

5. Analisis Data
Analisis data dalam penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif, Setelah

semua data terkumpul, maka di lakukan penguraian data melalui dua tahap.

Metodologi Studi Islam, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada : 2004), hal. 46. Muhammad,
Metodologi Pemikiran Fkonomi Islam, Cet.] (Yogyakarta ; Ekonisia, 2003), hal. 103

® Dudun Abdurrahman, Metode Perelitian Sejarah (Jokarta : Logos Wacana Ilmu,
1999), hal. 44

= Muhammad Idrus. Metode Penelitian Hmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. Edisi
Kedua. Ul Yogyakarta: Erlangga. 2009. hlm. 246

21 1. R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif ; Jenis, karakteristik, dan keunggulanya,
(Jakarta : Kompas Gramedia, 2010), hal. 111
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Pertama, data-data yang telah terkumpul diseleksi kemudian di klasifikasikan
dengan tema pokok penelitian. Dalam hal ini, peneliti mengklasifikasikan data
yang terkumpul tentang hisbah dalam Islam serta peran dan fungsi DSN dan DPS.
Kedua, membandingkan dan mencari relevansi diantara data-data yang terkumpul

sesuai dengan tema yang diteliti

wn
-
>
<

:

IVERSITAS \
VISINOAN\ /

SIS

UNIVERSITAS
ISLLAM
INDONESIA
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RELEVANSI HISBAH DALAM ISLAM DENGAN DSN-DPS PADA

PERBANKAN SYARI’AH DI INDONESIA

Dalam sejarah Islam, Aisbah merupakan sebuah lembaga yang mempunyai
tugas memantau dan mengawasi praktik-praktik kegiatan perekonomian agar sesuai
dengan kaidah Al-Qur’@n dan Hadist. PreSes sejarah yang panjang tentang Olisbah
dari masa Rasilullah  hinggd oseteriisnya; - menyimpulkan pemaknaan betapa
pentingnya pengawasan dalam setfap kegiatan yang dilakukan manusia termasuk di
dalamnya kegiatan ekonomi.

Munculnya berbagai lembaga yang mengawasi etika dan keadilan ekonomi
dewasa ini merupakan| konsekuensi“dari~dinadmika kelidupaiymasyakarat yang
semakin cepat, canggih dan kompleks, sthingga /kehadiran lembaga pengawas
menjadi sangat signifikan,dan menjadi hal yang«tidak bisa,di tolak. Untuk ménjaga
kemurnian penerapan nilai-nilai syari’ah pada praktek perbankan syari’ah dibutuhkan
lembaga pengawas syariah yang berkualitas, berkapasitas, berkompeten dan kredible,
yaitu memiliki kemampuan yang memadai di bidang syariah, hukum,
serta pengetahuan tentang keuangan dan perbankan.

Di Indonesia, untuk memurnikan pelayanan institusi keuangan syariah agar
benar-benar sejalan dengan ketentuan syariah Islam dan menjamin dipraktekkannnya

sistem syari’ah secara konsisten, maka di bentuklah DSN-MUI dan DPS (selanjutnya

80
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disebut DSN-DPS) sebagai upaya untuk menciptakan suatu pengawasan (hisbah)
terhadap praktek dan kegiatan perekonomian.

DPS merupakan lembaga kunci yang menjamin bahwa kegiatan operasional
institusi keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Merujuk pada surat
keputusan Dewan Syariah Nasional No. 3 Tahun 2000, bahwa Dewan Pengawas
Syariah adalah bagian dari lembaga keuangan syariah yag bersangkutan dan
penempatannya atas persetujuan DSN.!2 Hal ini tidak lain adalah sebagai upaya
pengawasan terhadap lembaga kewangam 'syarizh yang serupa dengan upaya yang
dilakukan hisbhah pada masa kekhalifahari:

Berdasarkan pemaparan diatds, DSNGDPS rmempunyai keterkaitan dengan
hisbah pada masa Istam klasik. Selanjutnya’penulis>smencoba menganalisis relevansi
hisbah dengan DSN-DPS dari berbagai aspek setelaly membandingkan perbedaan dari

hisbah dan DSN-DPS.

1. Analisis Fungsi Hisbah dalam Islam dan DSN-DPS pada Perbankan Syari’ah
di Indonesia
Fungsi asal institusi sisbah sangat luas, seluas pengertian amar ma'rif nahy
munkar. Imam Al-Mawardi dalam ulasannya mengenai hisbah menjelaskan hak-hak
yang berkaitan dengan fngsi hishah. Antara lain 123

a. Perkara yang berkaitan dengan hak-hak Allah SWT

122 puhammad Firdaus, dkk. Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah; Sistem dan
Mekanisme Pengawasan Syariah, (Jakarta : Renaisan,2005),hal. 13
123 [ham Al-Mawardi, dalam Zulfagar bin Mamat, “Institusihisbah..., hal. 116-117
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Perkara berkaitan dengan hak-hak Allah dalam soal ma’riif meliputi
semua jenis ibadat seperti sembahyang, puasa, zakat, haji dan ibadat-ibadat
lainnya. Muhtasib dalam hal ini bertanggungjawab memastikan hak-hak Allah
ini ditunaikan orang Islam yang berada dibawah jagaannya. Dalam hal
mencegah munkar perkara yang bersangkutan dengan hak-hak Allah ini dibagi
menjadi 3 yaitu perkara yang berkaitan dengan ibadah, mahdirat serta
mudamalah dan munakahat.

Dalam hal ibadah contohiiya’ mzhtasib berhak mencegah orang yang
tidak puasa dengan sengaja, orafg yang, tidak membayar zakat, orang yang
tidak menunaikan shalat dah ibaddh lainmya. Dalam hal mahdirat pula
muhtasib  diberi kuasa untuk mengegah pérbuatan yang menimbulkan syak
seperti melarang laki-laki dah perempuan bedua-duaan di tempat yang sunyi
dam melarang arak dan, alatghiburan, yang,dibaramkan~Seterusnya dalam
perkara muamalah, muhtgsib_ berhak mencegah perbuatan zina, nikah yang
diharamkan Islam, riba dan penipuan dalam urusan jual beli.

b. Perkara yang berkaitan dengan hak-hak'mandusia

Menegakkan ma'riif yang berkaitan dengan hak-hak manusia ini
terbagi menjadi 2 yaitu; hak umum dan khusus. Hak umum melibatkan
perkara yang berkaitan dengan kepentingan awam, scbagai contohnya
kerusakan bendungan air, masalah bekalan air dan musafir. Mubtasib dalam
hal ini perlu menangani setiap masalah umum yang terjadi dan sebaiknya

berusaha mendapatkan bantuan dari kerajaan atau bantuan lain. Hak khusus
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pula berkaitan dengan masalah individu, seperti masalah hutang yang tidak
bisa dibayarkan ketika telah jatuh tempo, dalam hak ini muhtasib boleh
bertindak mendesak orang yang berhutang untuk segera melunasi hutangnya
tersebut.

Perkara kemunkaran yang berkaitan dengan hak-hak manusia, meliputi
semua jenis urusan yang berlaku antara urusan manusia dengan manusia.
Perbuatan yang menimbulkan kesulitan dan memudaratkan manusia lain
ketika berurusan adalah (dilarang “dan beleh dicegah oleh muhtasib
Contohnya, perbuatan menyakiti“hati “tetangga dengan cara merusak hak

miliknya, tidak amanah dan| lain sebagainya:

¢. Perkara yang berkaitan dengan'hak-hak bersama

Bidang mairiify berhubungardenpan hak-hak bersama ini antaranya
dengan menyuruh para wali.uptuk menikahkan anak perempuannya dengan
laki-laki yang sekufu’ dengannya, memastikan perempuan yang ber’idah
memenuhi masa tempo idddhnya’ dan memastikan pemilik hewan memberikan
makannan yang cukup kepada hewan ternaknya.

Bidang munkar dalam hak-hak bersama yaitu mencegah manusia
daripada mencari aib orang lain. Contohnya, mencegah imam memanjangkan
bacaan dalam shalatnya sehingga menyusahkan makmum yang uzur dan
berkepentingan. Termasuk juga melarang pemilik hewan membebani

hewannya dengan muatan yang berat dan berlebihan.



Sementara itu menurut Abdul Azim Islahi yang mendasarkan pada
kajian-kajian kitab klasik, terutama karya Ibnu Taimiyah, dan prakteknya
pada perekonomian negara Islam pada masa lalu, menjelaskan fungsi umum
al-hisbah, yaitu: '**

1) Sebuah sistem yang secara umum digambarkan pelaksanaan kebajikan dan
kewajiban oleh muhtashib dan berkaitan dengan aspek agama dan yuridis ‘
dalam pengurusannya

2) Digambarkan sebagai [praktek dan tehnik pengawasan secara detail.
Pengawasan secara prinsip “dilakukan- atas berbagai bentuk produk
kerajinan dan perdagangan, bahkan jugaimencakup tata administrasi dan
kualitas maupun standar produk

Adapun fungsi hishah secara‘detail adalah:

1) Pengawasan terbagdap, kecukupanrbarang danrjasa\di pasar. hisbah melalui
muhtasib , harus selalu.mengontrol ketersediaan barang dan jasa yang
dibutuhkan masyarakat, misalnya kebutuhan pokok (sandang, pangan,
papan, jasa KkeSehataw; jasd pendidikafi;<dan lain-lain). Dalam kasus
terjadinya kekurangan barang-barang ini muhtasib juga memiliki otoritas
untuk menyediakan sendiri secara langsung.

2) Pengawasan terhadap industri. Dalam industri ini tugas muhtasib adalah
pengawasan standar produk, ia juga mempunyai otoritas untuk

menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan yang terbukti merugikan

124 [clahi, dalam M.B. Hendrie Anto, Pengantar Ekonomi...hal. 326.
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masyarakat atau negara. la juga harus membantu memecahkan
perselisihan antara majikan dengan buruh, jika perlu menetapkan upah
minimum

Pengawasan atas jasa. Penipuan dan berbagai ketidakjujuran lainnya lebih
mudah terjadi di pasar jasa dari pada pasar barang. Muhtasib memiliki
wewenang untuk mengawasi apakah para penjual jasa seperti dokter, dan
sebagainya telah melakukan tugasnya secara layak atau belum,
pengawasan atas jasa inijjuga berlaku atas penjual jasa tingkatan bawah,
seperti buruh pabrik dan lain-lain:

Pengawasan atas perdagangan, Muhtasib harus mengevaluasi pasar secara
umum dan berbagai praktek dagang yang berbeda-beda secara khusus. Ia
harus mengawasi timbangan' -dan’~ukufan, kualitas produk, menjamin
pedagang pdan pagénnya gidak melakikan keeurangafi“dan praktik yang
merugikan konsumen.

Perencanaan dan pengawasan kota dan pasar. Muhtasib berfungsi sebagai
pejabat kota untuk™Tenjdmin pembangunan rumah atau toko-toko
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga memberikan
keamanan bagi publik.

Pengawasan terhadap keseluruhan pasar. Muhtasib harus menjamin segala
bentuk kebutuhan agar persaingan di pasar dapat berjalan dengan sehat

dan islami, misalnya menyediakan informasi yang transparan bagi para
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pelaku pasar, menghapus berbagai retriksi untuk keluar dan masuk pasar,

termasuk membongkar berbagai praktek penimbunan (ihtikar).

Fungsi dan wewenang Dewan Syariah Nasional adalah sebagai berikut 123
a. Fungsi
1) Mengawasi semua produk-produk semua institusi ekonomi dan
keuangan syariah di Indonesia. Tugas dewan ini lebih luas daripada DPS
yang ada di setiap bapk 'syarialf ‘atau)institusi kevangan syariah di
Indonesia. DSN tidak hanyd mengawasi perbankan syariah tetapi juga
institusi-institusi syatizh lainfiya seperti asuransi syariah, reksadana
syariah, modal ventura-dan lain-lain sebagainya
2) Untuk kesatuan dalam’pelaksanaan sistem syariah di setiap institusi
keuangan syariah di Indenesia; DSN, membuat garis panduan yang
dipatuhi oleh semua DPS yang ada pada setiap institusi keuangan
syariah untuk mengawasi jalannya sistem syariah di setiap institusi
keuangan syariahters€but:
3) DSN juga bertugas meneliti ulang dan memberikan fatwa atas segala
bentuk produk yang diusulkan dan dikembangkan oleh institusi
4) Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan

perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya

125 Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah.. hal. 543-544. Dan Heri Sunanadar, “Peran dan
Fungsi.,” hal. 163-164,
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b. Wewenang

)

2)

3)

4)

5)

6)

Mengeluarkan fatwa yag mengikat DPS di masing-masing lembaga
keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait
Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan
yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen
Keuangan dan Bank Indonesia

Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama
yang akan duduk sebagai DPS'pada suatu lembaga keuangan syariah
Mengundang para |ahli @ntuk» menjelaskan svatu masalah yang
diperlukan dalam pémbahasan’ ckonomi syariah, termasuk otoritas
moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri

Memberikan peringatan/ kepada)lembaga keuangan syariah untuk
menghentikan penyimpangan-dari-fatwa yang telah dikeluarkan oleh
DSN

Mengususlkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil

tindakan apabila peringatan tidak-diindahkafr.
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Fungsi DPS pada masing-masing lembaga keuangan syariab adalah sebagai

berikut :'26

1) Melakukan pengawasan secara periodik pada Lembaga Keuangan Syariah

(LKS) yang berada dibawah pengawasannya

2) Berkewajiban mengajukan ususl-usul pengembangan LKS kepada

pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN

3) Melaporkan perkembangan produk dan operasional LKS yang diawasinya

sekurang-kurangnya 2 (dba) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran

4) Merumuskan permasalahan - permasalahan yang memerlukan pembahasan

dan solusi dari DSN

Tabel 3.1. Perbandingan Fungsi Hisbah dalam Islam dap DSN-DPS pada

Perbankan Syari*ah di'Tndonesija

No

Fungsi Hisbah

Fungsi DSN-DPS

1. Muhtasib bertanggungjawab
ditunaikannya hakk-hak Allah yang
meliputi 3 perkara yang berkaitan
dengan ibadah, muamalah dan

munakahat. Menegakkan yang ma riff

le-Berfungsi mengawasi produk-
produk di semua institui ekonomi
dan keuangan syariah di
indonesia

2. Memberikan fatwa atas segala

1% K eputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Tentang Susuna Pengurus DSN-
MUI Nomor. Kep-98/MUV/III/2001. Lihat juga, Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar., hat. 240,
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yang berkaitan dengan hak-hak | bentuk  produk  yang  di
manusia yang meliputi hak umum dan | kembangkan oleh institusi
hak khusus. Serta menyurvh kepada | keuangan syariah

yang ma’rif berkaitan dengan hak-
hak bersama.

. Mengawasi kecukupan barang dan

3. Melakukan pengawasan secara

periodik  terhadap institusi

keuangan syariah

jasa di pasar, mengawasi standar
produk sebuah industri,| pengawasan
atas jasa, mengevaluasi|pasar secard
umum dan berbagai praktek dagang
yang berbeda-beda secara khusns,
melakukan perencanaan dan
pengawasan tkbta ) dan ypasar,;~dan
menjamin segala bentuk., kebutuhan

agar persaingan di pasar berjalan

dengan sehat dan Tslami:

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa relevansi hisbah
tethadap lembaga DSN-DPS ditinjau dari fungsi adalah bahwa DSN-DPS
mempunyai tugas untuk mempublikasikan penerapan ekonomi Islam melalui fatwa-

fatwanya sebagai pedoman pelaksanaan bagi para pelaku ekonomi Islam serta sebagai
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institusi yang mengawasi jalannya suatu kegiatan perekonomian agar sesuai dengan
syari’at. Sebagaimana fungsi hisbah di zaman kekhalifahan, sebagai pengawas dalam
dilaksanakannya perkara yang ma’riif dan ditinggalkannya perkara yang munkar
dalam setiap aspek kehidupan umat. Namun, terdapat perbedaan fungsi dalam hisbah
dan DSN-DPS yaitu fungsi dalam ruang lingkup pengawasan, hisbah mempunyai
ruang lingkup pengawasan yang lebih luas dan global karena kishah berfungsi
sebagai pengawas terhadap seluruh kegiatan muamalah yang menyangkut hak-hak
terhadap Allah, manusia dan hak bersama.-Sedangkan DSN-DPS mempunyai fungsi
yang lebih terfokuskan kepada pengawasan kegiatan muamalah dalam perekonomian
agar tidak menyimpang dari syarilai. Namub yang, menjadi kritik atas berjalannya
fungsi DSN-DPS saat ini adalah, walaupun'keberadaan DSN-DPS sebagai lembaga
pengawas dalam lembaga keuangan syarigh di/jamin:oleh Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1998, fungsi DSN-DPS; belum,berjalan sgeara optimal, karena hingga saat ini
yang lebih menonjol dalam memerikan teguran baik yang bersifat tertulis maupun
lisan lebih banyak dilakukan oleh Biro Pengembangan Perbankan syariah Bank

Indonesia daripada DSN dan DPS-itu serdiri. ¥l

DSN dalam hal ini merupakan salah satu institusi berskala nasional yang
dijadikan payung bagi semua pihak dalam mengemban misi yang sangat mulia ini.

Oleh karenanya, ia perlu pembenahan, perlu energi dan tenaga yang baru agar lebih

27 Contoh teguran tertulis dari Bank Indonesia tentang pelaksanaan akad murabahah dan
pengenaan denda kepada nasabah yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar hutang pada
waktumya sesuai akad. Lihat Muhammad Firdaus, dkk. Briefcase Book ...hal. 25-26
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kuat dan cepat. Dalam rangka tugas berat tersebut, menurut Syakir Sula, peru adanya

restrukturisasi dan repositioning untuk pembenahan DSN.'#

Upaya restrukturisasi DSN dalam menghadapi tugas dan tantangan yang
cukup berat memang diperlukan. Pertama, DSN bertugas mengawasi dan bermitra
dengan lembaga keuangan syariah yang notabene diurus oleh praktisi-praktisi yang
profesional. Oleh karena itu, mitra kerjanya pun harus menyeimbangi secara
profesional. Badan Pelaksana Harian-DSN-perlu-dipimpin oleh seorang excecutive
director yang diambil dari kalangam profesignal, digaiji yang layak, dan benar-benar

bekerja secara full time untuk DSN| denganmanajemen modern.

Untuk repositioning, DSN | bukan hanya sebagai institusi pembuat fatwa di
bidang ekonomi syariah, tetapi juga dihatapkan|sebagai lembaga riset, yang dapat
memberikan kontribusi konsep-konsep baru ckonomi syariah. Oleh karenanya,
rekrutmen terhadap paKar-pakar syariah dan prakiisi yang mumpuni, mempunyai visi
keumatan yang jelas menjadi sarigat ‘penting. ‘Ulamha-ulama yang faqih dan saleh
benar-benar diharapkan dapat‘berperan akfif di/DSN. Tidak-hanya itu DSN juga perlu
membangun integritasnya agar berwibawa di hadapan umat, bukan sebagai corong
yang dimanfaatkan atau memanfaatkan pemerintah. Tetapi sebagai institusi yang

berfungsi mengawasi dan mengembangkan ekonomi syariah.

128 \ fuhammad Firdaus, dkk. Briefease Book ...hal 26
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2. Analisis Syarat-syarat Muhtasib dan DSN-DPS pada Perbankan Syari’ah di
Indonesia
Untuk menjadi mubtasib di perlukan beberapa persyaratan yang harus
dipenuhi, antara lain :'%
1) Muhtasib hendaknya seorang mukallaf, muslim dan sanggup mejalankan
tugasnya, tidak disyaratkan bagi anak kecil dan orang kafir
2) Multasib hendaknya beriman, maka orang yang fasiq tidak diperkenankan
menjadi mulitasib
3) Muhtasib hendaknya berlaku adil
4) Mengetahui dan memahamii syariat Islam
5) Dapat dipercaya dalam penyampaianvkabar berita
Anggota DSN terdiri dati para. ulama, praktisi dan pakar dalam bidang-
bidang yang terkait,denganysyariah-dan-mu’amalah-~Anggota~DSN ditunjuk dan
diangkat oleh MUI dengan masa bakti selama 5 (lima) tahun."°
Persyaratan utama bagi anggota Dewan Pengawas Syariah adalah mereka
harus memiliki kemampuan-di"bidang Hukenr Muamalah, Hukum Ekonomi dan
Perbankan. Selain itu, anggota DPS juga wajib memenuhi persyaratan berikut;'*!
1) Integritas

2) Kompetensi, dan

129 Al-Ghazali, Thya Ulumudin , hal. 118, Libat juga Ibnu Qoyim, dalam Kamal Fakhry, “Al-
Hishah ..., hal. 78
3% Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah. hal. 543

131 1hid.
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3) Reputasi keuangan
Anggota DPS yang memenuhi persyaratan integritas tersebut, antara lain

adalah pihak-pihak yang;

1) Memiliki akhlak dan moral baik

2) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

3) Memiliki komitmen yang tinggi dalam mengembangkan perbankan syariah
yang sehat.

4) Tidak termasuk daftar tidak-luld§ sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
oleh Bank Indonesia.

Anggota DPS yang memenuhi persyaratair kompetensi merupakan pihak-
pihak yang memiliki pengetahuan dan\pengalaman di bidang syariah muamalah
dan pengetahuan ,di, bidang, perbankan=serta=~pengetahuan di» bidang keuangan
secara umum.

Sedangkan anggota DPS yang memenuhi persyaratan reputasi keuangan
adalah pihak-pihak yang;

1) Tidak termasuk dalam kredit/pembiayaan macet.
2) Tidak pernah dinyatakan failed atau menjadi direksi atau komisaris yang
dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan failed dalam

waktu 5 tahun sebelum dicalonkan.
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Tabel 3.2. Perbandingan Syarat-Syarat Muktasib dalam Islam dan DSN-DPS

pada Perbankan Syari’ah di Indonesia

No

Syarat Muhtashib

Syarat DSN-DPS

1. Muhtasib harus seorang
mukaliaf, mushim dan sanggup
mejalankan tugasnya, tidak
disyaratkan bagi anak kecil dan

orang kafir

2. Muhiasib hendaknya beriman,

maka orang yang fasiq tidak

diperkenankan menjadi muhtasib

4. Mengetahui dannmemahami

syariat Islam

5. Dapat dipercaya dalam

penyampaian kabar berita

. Memiliki

. Muhtasib hendaknya berlaku adil

. Memiliki akhlak dan moral baik

komitmen untuk
mematuhi peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

. Memiliki komitmen yang tinggi

dalam mengembangkan

perbankan syariah yang sehat

. Fidak termasuk daftar tidak lulus

sesuai dengan Kketentuan yang

ditetapkan olgh-Bank Indonesia.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa relevansi

hisbah terhadap lembaga DSN-DPS ditinjau dari syarat-syarat keanggotaan
adalah mubtasib sebagal orang yang diangkat oleh penguasa atau wakilnya

untuk memonitor urusan rakyat, melihat kondisi mereka dan melindung
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kemaslabhatannya yang mengetahui dan memahami syariah serta berkomitmen
menerapkannya dalam berbagai kegiatan masyarakat untuk mencapai
kesejahteraan. Sebagaimana syarat DSN-DPS, bahwa DSN-DPS beranggotakan
para ulama, praktisi dan pakar dalam bidang-bidang yang terkait dengan syariah
dan muamalah. Mempunyai moral dan akhlag yang baik, memiliki komitmen
untuk mengembangkan perbankan syariah untuk kesejahteraan ummat. Dewan
Pengawas Syariah terdiri dari orang-orang yang kompeten, yag menguasai ilmu
perbankan atau kevangan s¢cara umum’untuk mengawasi operasional bank
serta menguasai ilmu syariah khySusnya’tentang transaksi ekonomi syariah (
mu’amaldr) untuk mengawasi-aspek Syariahrterhadap produk bank, selain itu
juga mereka dituntut untuuk ‘mengkonsentrasikan kesempatan dan pemikiran

hanya untuk pengabdian kepadabank tempat mereka bekerja.

3. Analisis Tugas Muhltasib |dalam Islam dan/DSN-DPS pada Perbankan

Syari’ah di Indonesia
Terdapat 3 standar utama yang tampak menonjol dari fungsi muhtasib , antara
lain 132
1) Mubtasib  bertanggungjawab untuk memastikan bahwa masyarakat secara
keseluruhan memiliki organisasi dan fasilitas yang memadai untuk menjalankan

ibadah. Sarana prasarana masjid, penunjukan muazin dan imam, menjadwal

2 Ibnu Taimiyah, Tugas Negara...hal xvii-xviii
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sahalat lima waktu, shalat Jum’a dan shalai ‘led, adalah sebagian dari tugasnya.
Demikian pula ia akan menolak setiap pengabaian dan ketidaktaatan pada
kewajiban-kewajiban syariah lain yang dilakukan oleh perorangan maupun
kolektif.!*? Tugas-tugas muhtasib ini dapat diadopsi bahkan sampai saat ini,
jika lembaga ini memang bisa dibentuk

2) Muhtasib memantau penegakkan keadilan di masyarakat. Ia berusaha untuk
menegakkan fair play dalam berbagai sektor ekonomi guna meminimalisis
eksploitasi yang mungkin tefjadi di dunia ekonomi. Sebagai konsekuensinya,
kita akan menemukan daftar panjang tentang hal ini yang mengatur pengawasan
timbangan dan takaran, kadar metal\Spatu koin, dan kualitas produk-produk
makanan. Demikian pula muhtasib barus memantau adanya manipulasi harga,
pasokan dan produksi, kolusi’monopolistis, penipuan, kecurangan, dan setiap
bentuk ketidak-adilan antar sektor=Secararpanis-besapia harus mengintervensi
setiap kali jalannya roda _ekonomi dipermainkan oleh perorangan atau
kelompok yang secara ekonomi kuat demi kepentingan pribadi mereka.
Wilayah tugas muhidsib " 'yadig ini’perlu disestaikan‘sengan pola-pola produksi,
distribusi dan pertukaran zaman sekarang. Semangat keadilan harus tetap dijaga
selagi menentukan peran sebagai agen ekonomi.

3) Mubtasib memberikan pelayanan khusus terhadap berbagai layanan umum

khususnya kondisi kesehatan kota. Barangkali muhtasib adalah satu-satunya

133 Ibid.
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pejabat kotapraja dalam masyarakat muslim. Ia harus memantau selunuh
pengelolaan kotapraja semisal penerangan jalan, pengelolaan sampah, desain
arsitektur bangunan-bangunan kota, suplai air dan sanksi-sanksi antipolusi.
Jelas, kebutuhan akan kemudahan layanan-llayanan ini pada saat itu benar-
benar maju.
Tugas utama DSN-MUI adalah menggali dan merumuskan nilai-nilai
syariah dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi
di lembaga keuangan syariah,, DSN-MUT" juga mempunyai tugas mengawasi
pelaksanaan dan implementasi fatwa-fatwa ‘tersebut di Lembaga Keuangan
Syariah (LLKS) Melalui Dewanl PengaWwasanSyariah (DPS) yang merupakan
kepanjangan tangan DSN-MUI di Jembaga keuangan syariah. '** Selain itu,
DSN juga mempunyai tugas sbagai berikut 12
1) Menumbuhkembangakan penerapan, pilai-nilai, syariah. dalam kegiatan
perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya,
termasuk usaha bank, asuransi dan reksadana

2) Mengeluarkan fatwa atas-jénis-jenis kegiatah-keuangan

3) Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah

4) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan

134 Asjmuni Abdurrachman, “Prosedur Penetapan...”., hal. 176
135 Ahmad Itham Sholihin, Buku Pintar ., hal. 241
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Di indonesia, DPS mempunyai tugas yang sangat penting dalam

perbankan atau institusi keuangan syariah, yaitu 136

1) Membuat persetujuan garis panduan operasional produk perbankan syariah
tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah disusun oleh DSN

2) Membuat pernyataan secara berkala pada setiap tahun tentang bank syariah
yang berada dalam pengawasannya bahwa bank yang diawasinya telah
berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam laporan tahunan (annual
report) institusi syariah,(maka laporan dari DPS mesti dibuat secara jelas

3) DPS wajib membuat laporari‘tentafig perkembangan dan aplikasi sistem
keuangan syariah (Islapt) di imsfifusi keuangan syariah khususnya bank
syariah yang berada dalam pengawasannya, sekurang-kurangnya enam
bulan sekali.’*’ Laporan tersebut-diberikan kepada Bank Indonesia yang
berada diylbu jkotay provinsi=danatap-Bank-Indonesia- di Ibukota negara
Indonesia di Jakarta.

4) DPS juga berkewajiban meneliti dan membuat rekomendasi jika ada
inovasi produk:produk-bart-dari bank-yafig"diawasinya. Dewan inilah yang
melakukan pengkajian awal sebelum produk yang baru dari bank syariah
tersebut diusulkan, diteliti kembali dan difatwakan oleh DSN

5) Membantu sosialisasi perbankan/institusi keuangan syariah kepada

masyarakat

2005

136 Heri Sunandar, “Peran dan Fungsi.,”, hal. [61-162
137 Gurat Edaran Bank Indonesia kepada Bank-Bank Syariah di Indonesia pada bulan Februari
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6) Memberikan masukan (input) bagi pengembangan dan kemajuan institusi

keuanagn syariah

Ketua DPS adalah ketua dewan pengawas syariah di sebuah bank syariah.
Penunjukan ketua DPS dapat dilakukan oleh BUK (Bank Umum Konvensional)
yang memiliki UUS (Unit Usaha Syariah), direktur UUS atau kesepakatan
diantara anggota DPS. Anggota DPS adalah anggota Dewan Pengawas Syariah
disebuah bank syariah. Persetujuan atas permohonan calon anggota DPS
diberikan berdasarkan pada antara lain:

1) Penilaian terhadap komitmen calon anggotarDPS dalam pengawasan kegiatan
usaha UUS dan ketersediaan-waktu
2) Wawancara terhadap calon anggota DPS
Pengangkatan) BP$ | dapat pdilakukanrkomisarisa BUK sepanjang telah
diberikan kewenangan oleh, rapat, umum pemegang saham. Persetujuan bank
Indonesia terhadap anggota DPS berlaku setelah mendapat persetujuan rapat
umum pemegang saham'‘atdu “Komisaris=BUK "scpanjang telah diberikan

kewenangan oleh rapat umu penegang saham. 138

138 Ahmad Itham Sholihin, Buku Pintar.., hal. 241
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Tabel 3.3. Perbandingan Tugas Hisbah dalam Islam dan DSN-DPS pada

Perbankan Syari’ah di Indonesia

Tugas Hishah

Tugas DSN-DPS

. Muhtasib bertanggungjawab

untuk memastikan  bahwa
masyarakat secara
keseluruhan memiliki
organisasi dan fasihitas yang

memadai untuk menjalankan

ibadah.

. Muhtasib niemagptan
penegakkan  keadilan’/~\di
masyarakat, | la s berusalia

untuk menegakkan.fair play
dalam  berbagai  sektor
ekonomi guna meminimalisis
eksploitasi yang mungkin

terjadi di dunia ekonomi.

. Mengawasi

1. Menggali dan merumuskan nilai-

nilai syariah dalam bentuk fatwa
untuk dijadikan pedoman dalam
kegiatan transaksi di lembaga
ketiangan syariah.

pelaksanaan dan
implementasi fatwa-fatwa
tersebut di Lembaga Keuvangan
Syariah (LKS) Melalui Dewan
Pengawasan @yariah (DPS) yang
merupakan kepanjangan tangan
DSN-MUI di lembaga keuangan

syarial.

. Membantu sosialisasi perbankan /

institusi keuangan syariah kepada
masyarakatMemberikan masukan
(input) bagi pengembangan dan

kemajuan institusi  keuanagn
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syariah

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa relevansi hisbhah
terhadap lembaga DSN-DPS ditinjau dari tugasnya adalah tugas hishah dalam
memantau penegakkan keadilan di masyarakat dan mengintervensi setiap kali
jalannya roda ekonomi dipermainkan oleh perorangan atau kelompok. Hal ini
serupa dengan DSN-DPS bertugas untuk menggali dan merumuskan nilai-nilai
syariah dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di
lembaga keuangan syariah , mefmbantii sosialisasi perbankan/institusi keuangan
syariah kepada masyarakat— dan//memberikan masukan (input) bagi
pengembangan dan kemajuan-institusi-keuangan syariah. Namun, kritik atas
tugas DSN-DPS, \ terutama  bagi~ DPS ¢adalahs jika ¢dilihat dari aspek
independensinya yang merupakan institusi pilihan dari DSN yang sudah diakui
dan dikenal kapabilitasnya dalam menetapkan suatu istinbat hukum, namun
demikian mereka adalah karyawan” atau penaséhat yang 'di bayar oleh lembaga
keuangan dan memungkinkan adanya konflik kepentingan. Dengan kata lain,
bisa terjadinya pelanggaran prinsip syariah pada scbuah bank syariah ketika ada
tuntutan manajemen untuk kebutuhan bisnis, sementara anggota DPS tidak dapat
melarang dan menolak tekanan dari manajemen. Dengan begitu, maka di

khawatirkan independensi DPS dalam menetapkan istinbat hukum akan




102

menurun, terobsesi oleh indivudul interest yang pada akhimya akan

menghilangkan independensi DPS.

4. Analisis Relevansi Hisbah dalam Islam dan DSN-DPS pada Perbankan
Syari’ah di Indonesia
Relevansi hisbah terhadap lembaga DSN-DPS ditinjau dari fungsi adalah
bahwa DSN-DPS mempunyai tugas untuk mempublikasikan penerapan ekonomi
Islam melalui fatwa-fatwanya |sebagai_pedoman |pelaksanaan bagi para pelaku
ekonomi Islam serta sebagai institusiyyangfmengawasi jalannya suatu kegiatan
perekonomian agar sesuai dengan syari’at. Sebagaimana fungsi hisbah di zaman
kekhalifahan, sebagai pengawas dalam, dilaksanakannya perkara yang ma’riif dan
ditinggalkannya perkara yang munkar dalam setiap aspek kehidupan umat.
Namun, terdapat perbedaan fungsi /dalanr#isbd@fydan DSN-DPS"yaitu fungsi dalam
ruang lingkup pengawasan, fishah|mempunyai, ruang lingkup pengawasan yang
lebih luas dan global karenashisbah-berfungsi-sebagai pengawas terhadap seluruh
kegiatan muamalah yang menyangkut hak-hak terhadap Allah, manusia dan hak
bersama. Sedangkan DSN-DPS mempunyai fungsi yang lebih terfokuskan kepada
pengawasan kegiatan muamalah dalam perckonomian agar tidak menyimpang dari
syari’ah.
Relevansi hisbah terhadap lembaga DSN-DPS ditinjau dari syarat-syarat

keanggotaan adalah bahwa DSN-DPS beranggotakan para ulama, praktisi dan
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pakar dalam bidang-bidang yang terkait dengan syariah dan muamalah.
Mempunyai moral dan akhlaq yang baik, memiliki komitmen untuk
mengembangkan perbankan syariah untuk kesejahteraan ummat, sebagaimana
syarat muhtasib yang mengetahui dan memahami syariah serta berkomitmen
menerapkannya dalam berbagai kegiatan masyarakat untuk mencapai
kesejahteraan.

Relevansi hisbah terhadap lembaga DSN-DPS ditinjau dari tugasnya adalah
bahwa DSN-DPS bertugas untuk) menggali dam merumuskan nilai-nilai syariah
dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga
keuangan syariah , membantu | sosialisasi perbankan/institusi keuangan syariah
kepada masyarakat dan memberikan_masukan “(impus) bagi pengembangan dan
kemajuan institusi keuanagn syariah: /Hal"ini serupa dengan tugas hisbah dalam
memantau penegakkannkéadilans di"masyarakat dam~mengiitérvensi setiap kali

jalannya roda ekonomi dipermainkan oleh perorangan atau kelompok.

Tabel 3.4. Analisis Relevansi Hisbah dalam Islam dan DSN-DPS pada

Perbankan Syari’ah di Indonesia

No | Keterangan Relevansi

Fungsi Relevansi hisbah terhadap lembaga DSN-DPS ditinjau dari
fungsi adalah babwa DSN-DPS mempunyai tugas untuk

mempublikasikan penerapan ekonomi Islam melalui fatwa-
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fatwanya sebagai pedoman pelaksanaan bagi para pelaku
ekonomi Islam serta sebagai institusi yang mengawasi jalannya
suatu kegiatan perekonomian agar sesuai dengan syari’at.
Sebagaimana fungsi hisbah di zaman kekhalifahan, sebagai
pengawas dalam dilaksanakannya perkara yang ma’raf dan
ditinggalkannya perkara yang munkar dalam setiap aspek
kehidupan umat. Namun, terdapat perbedaan fungsi dalam hisbah
dan DSN-DPS yaitu fungsi dalam ruang lingkup pengawasan,
hishah mempunyai fuang lingkup pengawasan yang lebih luas
dan global karena hisba@h berfungsi sebagai pengawas terhadap
seluruh kegiatan’ muamalah yahg menyangkut hak-hak terhadap
Allah, manusig/-dan'\ hak ‘‘bersama. Sedangkan DSN-DPS
mempunyaivfungsi-yapg-lebitr terfekuskan ¢kepada pengawasan
kegiatan muamalah dalam perckonomian agar tidak menyimpang
dari syari’ah. Namun yang menjadi kritik atas berjalannya fungsi
DSN-DPS 'sagt ini adalaly=walauptin keberadaan DSN-DPS
sebagai lembaga pengawas dalam lembaga keuangan syariah di
jamin oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, fungsi DSN-
DPS belum berjalan secara optimal, karena hingga saat ini yang
lebih menonjol dalam memerikan teguran baik yang bersifat

tertulis maupun lisan lebih banyak dilakukan oleh Biro
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Pengembangan Perbankan syariah Bank Indonesia daripada DSN
dan DPS itu sendiri.

DSN dalam hal ini merupakan salah satu institusi berskala
nasional yang dijadikan payung bagi semua pihak dalam
mengemban misi yang sangat mulia ini. Oleh karenanya, ia periu
pembenahan, perlu energi dan tenaga yang baru agar lebih kuat
dan cepat. Dalam rangka tugas berat tersebut, menurut Syakir
Sula, peru adanya restruktyrisasi dan repositioning untuk
pembenahan DSN.

Upaya restrukturisasi DSN dalam menghadapi tugas dan
tantangan yang-eéukup’berat memang diperlukan. Pertama, DSN
bertugas mengawasi ' dan/ bermitra dengan lembaga keuangan
syaniah, wang snotabeney diurus—polehs praktisi-praktisi yang
profesional.  Oleh karena itu, , mitra kerjanya pun harus
menyeimbangi secara profesional. Badan Pelaksana Harian DSN
perlu "dipimpin olelt seorang=extecurive director yang diambil
dari kalangan profesional, digaji yang layak, dan benar-benar
bekerja secara full time untuk DSN dengan manajemen modem.

Untuk repositioning, DSN bukan hanya sebagai institusi
pembuat fatwa di bidang ekonomi syariah, tetapi juga diharapkan

sebagai lembaga riset, yang dapat memberikan kontribusi
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konsep-konsep baru ekonomi syariah. Oleh karenanya, rekrutmen
terhadap pakar-pakar syariah dan praktisi yang mumpuni,
mempunyai visi keumatan yang jelas menjadi sangat penting.
Ulama-ulama yang faqih dan saleh benar-benar diharapkan dapat
berperan aktif di DSN. Tidak hanya itu DSN juga perlu
membangun integritasnya agar berwibawa di badapan umat,
bukan sebagai corong yang dimanfaatkan atau memanfaatkan
pemerintah. Tétapi sebagai institusi yang berfungsi mengawasi

dan mengembangkan ekonomi syariah.

Syarat-

Syarat

Relevansi hisbah terhadap lembaga DSN-DPS ditinjau dari
syarat-syarat keanggotaan-adalah muhtasib sebagai orang yang
diangkat] oleh penpuasa-atam~wakilnyauntuk*memonitor urusan
rakyat, melihat.kondisi mereka dan melindung kemaslahatannya
yang mengetahui dan memahami syariah serta berkomitmen
menerapkantiya dalam ‘berbagai” kégiatan masyarakat untuk
mencapai kesejahteraan. Sebagaimana syarat DSN-DPS, bahwa
DSN-DPS beranggotakan para ulama, praktisi dan pakar dalam
bidang-bidang yang terkait dengan syariah dan muamalah.
Mempunyai moral dan akhlag yang baik, memiliki komitmen

untuk mengembangkan perbankan syariah untuk kesejahteraan
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ummat. Dewan Pengawas Syariah terdiri dari orang-orang yang
kompeten, yag menguasai ilmu perbankan atau keuangan secara
umum untuk mengawasi operasional bank serta menguasai ilmu
syariah khususnya tentang transaksi ekonomi syariah (
muamalat) untuk mengawasi aspek syariah terhadap produk
bank, selain itu juga mereka dituntut untuuk mengkonsentrasikan
kesempatan dan pemikiran hanya untuk pengabdian kepada bank

tempat merekd bekena

Tugas

Relevansi hishah derhadap lembaga DSN-DPS ditinjau dari
tugasnya adalab tugas’ fisbaf |dalam memantau penegakkan
keadilan di masyarakat'dan mengintervensi setiap kali jalannya
roda ekonomi dipermainkan elehl perorangan atau kelompok. Hal
ini y serupay dengan=DPSN-DPS| bertugas wntuk menggali dan
merumuskan _nilaj-nilai _syariah, dalam bentuk fatwa untuk
dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga
keuangan ' Syariah”, ' membanti—sosialisasi perbankan/institusi
keuangan syariah kepada masyarakat dan memberikan masukan
(input) bagi pengembangan dan kemajuan institusi keuangan
syariah. Namun, kritik atas tugas DSN-DPS, terutama bagi DPS
adalah, jika dilihat dari aspek independensinya yang merupakan

institusi pilihan dari DSN yang sudah diakui dan dikenal
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kapabilitasnya dalam menetapkan suatu istinbat hukum, namun
demikian mereka adalah karyawan atau penasehat yang di bayar
oleh lembaga keuangan dan memungkinkan adanya konflik
kepentingan. Dengan kata lain, bisa terjadinya pelanggaran
prinsip syariah pada scbuah bank syariah ketika ada tuntutan
manajemen untuk kebutuban bisnis, sementara anggota DPS
tidak dapat melarang dan menolak tekanan dari manajemen.
Dengan begitiyymaka di khawatirkan independensi DPS dalam
menetapkan istinhat' hukum ~akan menurun, terobsesi olch
indivudul interest yang padal akhirnya akan menghilangkan

independensi DPS.




BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN
Menjawab masalah yang dirumuskan pada bab pendahuluan, maka
dapat disimpulkan bahwa :

1. Hisbah dalam Islam merupakan suatu institusi yang mengatur segala aspek
dari lini kehidupan yang berkenaan,dengan’ menyuruh kepada kebaikan dan
mencegah kemungkaran. | Fungsi: dari® hisbahadalah menegakkan hukum
syariah dan menyebarkan %keadilan dimasyarakat muslim. Sumber hukum
dan asas hisbahberasal dari ajaran Islam terutama Al-Qur’an dan Hadits.
Terdapat 4 rukun hisbahantara lain: (1). Muhtasib, (2). Muhtasib ‘Alaihi, (3).
Muhtasab Fih, (4).\Nafs\Jhtisab. Muktasib harus memerntthi beberapa syarat
agar bisa menjalankan “tugasnya,/vaith, Muhtasib hendaknya seorang
mukallaf, muslim dan sanggup.mejalankangugasnya, tidak disyaratkan bagi
anak kecil dan orang kafir, Muhtasib hendaknya beriman, maka orang yang
fasiq tidak diperkenankan menjadi muhtasib, Muhtasib hendaknya berlaku
adil, Mengetahui dan memahami syariat Islam, Dapat dipercaya dalam
penyampaian kabar berita. Sedangkan tugas dari mubtasib adalah mengatur
segala aspek dari lini kehidupan yang berkenaan dengan menyuruh kepada

kebaikan dan mencegah kemungkaran. Mekanisme dalam menjalankan tugas
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dan fungsinya sebagai lembaga pengawas, hisbah mempunyai cara-cara dan
peraturan yang detail dan dengan pertimbangan yang sungguh-sungguh
untuk memastikan bahwa apa yang telah dilakukannya tidak sedikitpun
menyimpang dari syariah. Oleh karena itu sekecil apapun tindakan yang
dilakukan akan benar-benar melalui proses yang teliti. Peran hisbah pada
masanya adalah sangat besar, dengan orang-orang yang ikhlas bekerja demi

kesejahteraan (falah) masyarakat dan tegakknya syariah.

. Dewan Syariah Nasional (DSN)|dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)
merupakan lembaga kuici yang“-menjamin bahwa kegiatan operasional
institusi keuangan syariah sesuai-dengan-prinsip-prinsip syariah. Lembaga di
bawah MUI @Viajelis Ulama-Indotiesia) vang-beranggotakan para ahli hukum
Islam (fitgaha’) serta para.ahli dan praktisi ekonomi Islam yéng bertugas dan
- memiliki kewenangan untuk mengawal kegiatan perekonomian berdasarkan
prinsip syariah, ‘dan “ménetapkan fatwer fentang produk, jasa, dan kegiatan
bank yang melakukan kegiatan usaha dan Melakukan pengawasan secara
periodik terhadap institusi keuangan syariah. Untuk menjadi anggota DSN
ataupun DPS harus memenuhi beberapa syarat, antara lain : Memiliki
integritas, kompetensi, reputasi keuangan serta memiliki akhlak dan moral
baik, memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan

yang berlaku, memiliki komitmen yang tinggi dalam mengembangkan
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perbankan syariah yang sehat dan tidak termasuk daftar tidak lulus sesuai

dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

. Perbedaan hisbah dengan DSN-DPS terdapat pada ruang lingkup

pengawasan atau pengontrolan, pengawasan hisbah meliputi seluruh aspek
kegiatan umat sedangkan pengawasan DSN-DPS terkait dengan pelaksanaan
praktek perekonomian pada perbankan syariah agar sesuai dengan prinsip
syariah. Selanjutnya, DSN-DPS memPunyai relevansi dengan hishah dari
aspek peran dan fungsinya,sebagal' pengawas atau pengontrol atas suatu
kegiatan kemanusiaan, yang miényiratkan-secara umum bahwa keduanya,
hisbah dan DSN-DPS ni¢mpunyai tugas| pengawasan sebagai bentuk
menyeru kepada kebaikan ‘dan melarang Kepada keburukan (al-amru bi al-

ma 'riif wa nahy ‘an al-munkar).

SARAN

Ada beberapa saranyang ingin penulis ajukan yang berkaitan dengan

penulisan tesis ini, saran ini antara lain ditujukan :

1.

Kepada pemerintah, agarfemberikan‘independensi kepada DSN, yang tidak
terikat dengan institusi perbankan syariah terkait, sehingga mampu
memberikan kontribusi dan berperan serta dengan institusi-institusi lainnya

seperti BI dan Depkeu.

. Kepada DSN-DPS, selain sebagai institusi pembuat fatwa di bidang ekonomi

syariah, juga agar mengharmonisasikan fatwanya dengan regulasi perbankan

syariah, serta menyeimbangkan kinetja dan keahlian yang profesional untuk
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mengawasi lembaga keuangan syariah yang diurus oleh praktisi-praktisi
yang profesional pula.

. Kepada praktisi lembaga keuangan syariah, agar seluruh pengelola
perbankan syariah, baik audit internal bank, direktur kepatuhan bahkan
komisaris ikut bertanggungjaawab menjaga kepatuhan syariah dan
menjalankan tugas-tugasnya dalam koridor peraturan syariah.

. Kepada akademisi, agar mengkaji dan meneliti lebih dalam dan lebih detail
lagi tentang DSN-DPS dalam tugasnya sebagai pengawas lembaga keuangan

syariah.
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BAB IV

DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DEWAN PENGAWAS SYARIJAH

DAN PEJABAT EKSEKUTIF
Pasal 19

(1) Kepengurusan Bank terdiri dar1 Direksi dan dewan Komisaris dan atau

(2)

(M

@

bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.

Bank wajib membentuk danymemiliki Dewan Pengawas Syariah yang

berkedudukan di kantor pusat Baiile

Pasal 20

Anggota Direks: dan dewan Kontisaris wajib memenuhi persyaratan

sebagai berikut:

d.

tidak termasuk dalam daftar orang-orang yang dilarang menjad:
pemegang saham dan dtag™pengaiug bank sesdandernpan ketentuan
yang ditetapkan oleh Bank Indongsia; dan

menurut penilaian Bank Ifidonesia ‘yang bersangkutan memiliki

kompetensi dan integritag yang baike

Anggota Direksi dan dewan Komisanis Bank yang memilik

kompetensi dan integritas yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b, antara lain adalah pihak-pihak yang:

a.
b.

C.

memiliki akhlak dan moral yang baik;

mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;

memiliki komitmen yang tinggi dalam mengikuti fatwa Dewan
Syariah Nasional; dan

memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas dan atau

mengawasi. ..



(D

(2)

(3)

4

_23-

mengawasi kegiatan usaha Bank agar sesuar dengan prinsip

syariah.

Pasal 21
Anggota Dewan Pengawas Syariah wajib memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
a. integritas;
b. kompetensi;dan
c. reputast keuangan.
Anggota Dewan Pengawas Syariah yang memenuhi persyaratan
integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain
adalah pihak-pihak yang:
a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
b. memiliki| kKomitmen, Juntek =mematebi | pefaturansy perundang-
undangan yang berlakug
c. memiliki komitmen “yanmg™ ‘lnggl “terhadap pengembangan
operasional Bankwang schat]
d. tidak termasuk dalam daftar tidak lhulus sesuai dengan ketentuan
yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Anggota Dewan Pengawas Syariah yang memenuhi persayaratan
kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain
adalah  pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman
dibidang syariah mu’amalah dan pengetahuan dibidang perbankan dan
atau keuangan secara umum.

Anggota Dewan Pengawas Syariah yang memenuhi persyaratan

reputasi. ..
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reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
antara lain adalah pihak-pihak yang:
tidak termasuk dalam kredit/pembiayaan macet,
b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Komisarts
yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan

pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Pasal@22
Bank vang sebagian sahamnyamdimiiliki; pleh pihak asing dapat

menempatkan warga negaraasing|sebagailanggota Direksi dan dewan
Komisaris.

Diantara anggota Direksi.dan dewan [Komisaris Bank, sekurang-
kurangnya terdapat 1 (satu)-orang anggote~Direks: dan 1 (satu) orang

anggota dewan Komisaris berkewargancgaraan Indonesia.

Pasal 23
Direksi Bank sekurang-kurangnya berjumlah 2 (dua) orang.

Mayoritas dari | @hggota) (Diteksi | wa)ibw, begpengalaman  dalam
operasional bank syartah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai
Pejabat Eksekutif.

Direktur Utama Bank wajib berasal dari pihak yang independen
terhadap Pemegang Saham Pengendali.

Pasal 24
Sesama anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga

sampai derajat kedua termasuk besan.

(2) Mayoritas...
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Mayoritas anggota Direkst dilarang saling memiliki  hubungan
keluarga sampai derajat kedua termasuk besan dengan anggota dewan
Komisarns.

Anggota Direks: dilarang merangkap jabatan sebagat anggota Direksi,
dewan Komisans atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan atau
lembaga lain.

Anggota Direksi baik degara™ sendiri-sendiri atau bersama-sama
dilarang memiliki saham nelebihil 25% (dua puluh lima perseratus)
dari modal disetor pada suatu pertisatiaan lain.

Anggota Direksi dilarang mémbernikan kuasa umum kepada pthak lain

yang mengakibatkan pengahhan tigas.dan-wewenang tanpa batas.

Pasal 25
Jumlah anggotal dewan Kemisaris=sékurang-kurangnya 2y(dua) orang
dan sebanyak-banyaknya sama, dengan jumlah anggota Direksi.
Sekurang-kurangnya 1 (satil) ofahg anggota dewan Komisaris wajib
berdomisili di Indonesia.

Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota dewan Komisaris wajib

berasal dari pihak yang independen terhadap pemihik.

Anggota dewan Komisaris wajib memiliki pengetahuan dan atau

pengalaman di bidang perbankan.

Anggota dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai:

a. anggota dewan Komisaris sebanyak-banyaknya pada 1 (satu) bank
lain; atau

b. anggota dewan Komisarits, Direksi, atau Pejabat Eksekutif yang
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memerlukan tanggung jawab penuh sebanyak-banyaknya pada 2
(dua) lembaga/perusahaan lain bukan bank.
Mayoritas anggota dewan Komisaris dilarang saling memiliki
hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota

dewan Komisaris.

Pasal 26
Jumlah anggota Dewan Pengawag Syariah Sekurang-kurangnya 2 (dua)
orang dan sebanyak-banyakityaS (hma)orang.
Anggota Dewan Pengawas~Syariah [hanya) dapat merangkap jabatan
sebagai anggota Dewan Pe¢ngawas/Syariah” sebanyak-banyaknya pada
2 (dua) bank lain dan 2 (dua) lembgaga keuangan syariah bukan bank.
Sebanyak-banyaknya 2 (dua) anggota Dewan Pengawas Syariah dapat
merangkap jabatah sebagai’angpota-Dewan Syariah.Nasional.
Anggota Dewan Pengawas ySyarigh digolongkan sebagai pihak

terafiliasi.

Pasal 27
Tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah
antara lain meliputi:
a. memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Bank
terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN;
b. menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk

yang dikeluarkan Bank;

(c) memberikan. ..
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c. memberikan opini dar1 aspek syariah terhadap pelaksanaan
operasional Bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi
Bank;

d. mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk
dimintakan fatwa kepada DSN;

e. menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-
kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada Direksi, Komisaris,

Dewan Syariah Nasional-dandBankJndonesia.

Tata cara pelaporan hasil péngawasan ‘Dewan Pengawas Syariah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Surat

Edaran Bank Indonesia.

Pasal 28

Calon anggota Direksi atau dewan Komisaris wajib memperoleh
persetujuan dari Bank Tfidenesia S€belumy diangkat dan menduduki
jabatannya oleh rapat bifftimpemegahg Saham dtaytapat anggota.

Sebelum dimintakan persetujuan dari Bank Indonesia, penetapan calon
anggota Direksi atau dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan

perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29
Permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 28 diajukan oleh Bank kepada Gubernur Bank Indonesia,

dan...
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dan wajib disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (1) huruf c kecuali angka 12.

Dalam rangka memberikan persetuyjuan atau penolakan atas
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank Indonesia
melakukan:

a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan

b. wawancara terhadap calen anggota Direksi atau dewan Komisaris.
Persetujuan atau penolakanfatasgpengajuan_calon anggota Direksi dan
atau dewan Komisaris dibefikan selambat lambatnya 30 (tiga puluh)

hari sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 30

Dalam hal rapat umum pemegang saham atau rapat anggota telah
mengangkat {calon “anggeta DirekSt\danJatau cdlen anggota dewan
Komisaris sebelum pepsetuyjuan Bank Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dan apabila Bank Indonesia tidak
menyetujui pihak-pthak dimaksndy maka “Bank{ wajib mengajukan
kembali calon anggota Direksi dan atan calon anggota dewan
Komisaris baru sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2).

Dalam hal rapat umum pemegang saham atau rapat anggota
membatalkan pengangkatan calon anggota Direksi atau calon anggota
dewan Komisaris yang telah disetujui oleh Bank Indonesia maka Bank
wajib melaporkan pembatalan terscbut kepada Bank Indonesia,

selambat lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pembatalan

pengangkatan. ..
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pengangkatan, disertai dengan fotokopi notulen rapat umum pemegang
saham atau fotokopi notulen rapat anggota.

Pengangkatan anggota Direksi dan atau dewan Komisaris wajib
dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat lambatnya 10
(sepuluh) han sejak tanggal pengangkatan efektif, disertai dengan

fotokopi notulen rapat umum pemegang saham atau fotokopi notulen

rapat anggota.

Pasali3l

Bank wajib mengajukan calon| anggotal Dewan, Pengawas Syariah untuk

memperoleh :

a.

b.

persetujuan Bank Indonesia;dan

penetapan Dewan Syariah Nasional

sebelum diangkat dan méaduduki jabatannya

(1

(2)

Pasdl 32

Permohonan untuk “mempeérdlch  persetujuan, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 huruf a, diajukan oleh Bank kepada Gubemur Bank
Indonesia, dan wajib diserfai dengan dokumen sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 3, angka
6, angka 7 dan angka 12.

Persetujuan atau penolakan atas pengajuan calon anggota Dewan
Pengawas Syariah diberikan selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hart

sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.

(3) Dalam...
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Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas
permohonan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) Bank Indonesia
melakukan:

a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan

b. wawancara terhadap calon anggota Dewan Pengawas Syariah.

Pasal 33
Penetapan calon anggota| ‘Dewan Pengdwas Syariah oleh Dewan
Syariah Nasional dilakukan‘setelah®mendapat persetujuan dari Bank
Indonesia.
Permohonan untuk memperoleh&penetapan! sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 huruf b wajib disampaikanzoleh Bank kepada Dewan
Syariah Nasional dengan tembusan ke Bank Indonesia selambat-
lambatnya 1§ _han\ sejak diterbitkannya | surat*=persethjuan Bank
Indonesia.
Dewan Syariah Nasional menetapkan calon Dewan Pengawas Syariah
selambat-lambatnya 80! hari| sgjak\diterbitkannya.surat persetujuan
Bank Indonesia.
Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
Dewan Syartah Nasional belum mengeluarkan penctapan calon Dewan
Pengawas Syariah, maka calon Dewan Pengawas Syzx;‘iah dianggap
efektif sebagai Dewan Pengawas Syariah.
Pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah wajib dilaporkan
oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh)
hari setelah tanggal pengangkatan efektif.

Pasal 34...
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Pasal 34
Pengangkatan atau penggantian Pejabat Eksekutif atau pemimpin
Kantor Cabang wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia
selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pengangkatan
efektif dan disertal dengan:
a. surat pengangkatan dan pemberian kuasa sebagai Pejabat Eksekutif
atau pemimpin Kantor Cabang dari Direksi Bank; dan
b. dokumen yang menyatakang idemtitas’ Pejabat Eksekutif atau
pemimpin Kantor Cabang‘Bauk sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 ayat (1) huruf ¢ angka |E-angka 2] angka 3 dan angka 4.
Apabila berdasarkan penilaian-da#“penelitian! Bank Indonesia, Pejabat
Eksekutif atau pemimpin Kantor/Cabang termasuk dalam daftar orang-
orang yang dilarang menjadi pemegang saham, Pemegang Saham
Pengendali, pengurusy Pejabat|Eksekiifabank maké-Bank vajib segera

memberhentikan yang bersamgkutan.

Pasal 35
Anggota Direksi, anggota dewan Komisaris, anggota Dewan
Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif dan pemimpin Kantor Cabang
yang memiliki benturan kepentingan dilarang mengambil keputusan.
Benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

diungkapkan dalam keputusan.

BABV...
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